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KATA PENGANTAR

Koperasi telah dikenal dan dilaksanakan serta tumbuh dan kembang di Indonesia sejak
lama, bahkan Koperasi dinyatakan sebagai soko guru perekonomian rakyat Indonesia. Namun
sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan sistem pemerintahan, sekarang ini telah
diterapkan sistem pemerintahan otonomi daerah yang bertumpu pada kemampuan tingkat Il
(kabupaten dan kota), yang memberikan kesempatan untuk mengelola dan membangun
daerahnya (kabupaten/kota) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sendiri.
Penerapan sistem ekonomi daerah memberikan dampak positif juga dampak negative terhadap
pembinaan dan pengembangan Koperasi daerah.

Dampak positif antara lain pemda provinsi dan kabupaten/kota dapat mengalokasikan
anggarannya bagi penyuluh dan pembinaan Koperasi melalui dinas yang memiliki tugas dan
fungsi penyuluhan dan pembinaan Koperasi didaerah kabupaten/kota, dinas bersangkutan
dapat mengajukan langsung kepada pemda mengenai kebutuhannya khususnya yang
berkaitan dengan penyuluhan dan pembinaan Koperasi . Dampak negative antara lain
seringnya mutasi pegawai termasuk para kepala dinas, sehingga mengakibatkan
kepala/pemimpin dan staffnya pada dinas yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan Koperasi
sering tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya dan kurang /minimnya pengalaman
dalam bidang penyuluhan dan pembinaan Koperasi .

Selain masalah tersebut masih terdapat permasalahan lainya, antara lain biaya
pelakasanaan pemahaman, sarana dan prasarana pelaksanaan pemahaman, sarana dan
prasarana pelaksanaan pemahaman, tenaga pelaksana penyuluh/petugas Koperasi lapangan.

Untuk maksud tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM pada
Kementrian Negara Koperasi dan UKM, melalui salah satu programnya, yaitu menyusun
Metoda Pemahaman dalam Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi , dengan
tujuan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pembina dan Petugas Dinas Koperasi Tingkat
Propinsi, Kabupaten/Kota, dalam menumbuh kembangkan kehidupan berKoperasi .

Semoga Metoda ini dapat membantu berbagai pihak dalam Proses Pengembangan dan
Pemantapan kehidupan BerKoperasi . Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan
bekerja sama sehingga terwujudnya Buku Metode Pemahaman Dalam Pengembangan dan
Pemantapan Kehidupan BerKoperasi , kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya serta kami mengharapkan juga kritik dan saran untuk perbaikan buku ini.

Jakarta, November 2009
Deputi Bidang kelembagaan

Koperasi dan UKM
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa membangun Koperasi diperlukan keterlibatan dan dukungan dari berbagai
pihak. Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden R.l. nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan
Pembinaan dan Pengembangan PerKoperasi an, masyarakat memperoleh kebebasan untuk
mendirikan Koperasi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan ekonominya baik didaerah
pedesaan, daerah perkotaan dalam jenis Koperasi . Pembentukan Koperasi dilahirkan oleh
masyarakat di daerah pertanian, perkebunan, peternakan sertakelompok strategis yaitu seperti
kelompok wanita, pemuda, mahasiswa, siswa sekolah, karayawan perusahaan swasta maupun
badan usaha milik Negara. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sejak era
reformasi menjadi Kementrian Negara Koperasi dan UKM tidak lagi mempunyai direktorat
ataupun sub direktorat Penyuluhan Koperasi yang berfungsi memberikan penyuluhan kepada
masyarakat dan gerakan Koperasi baik ditingkat pusat, propinsi maupun di tingkat
kabupaten/kodya.

Padahal fungsi penyuluhan selaku sarana untuk memberikan pemahaman agar
Koperasi mampu bekerja sesuai prinsip-prinsip dan sendi-sendi dasar Koperasi sangat
diperlukan sehingga Koperasi mampu bertambah sesuai dengan situasi dan kondisi
perekonomian yang ada karena kehidupan Koperasi maju dan berkembangnya sangat
diperlukan pengawas Koperasi , manajer dan karyawan Koperasi , Anggota Koperasi dan
masyarakat kelompok strategis pada umumnya. Dengan berperannya Pemerintah, Pengurus,
Pengawas, Manajer dan Karyawan serta Anggota Koperasi berikut anggota Kelompok
Strategis dan anggota masyarakat pada umumnya, Koperasi mampu bertahan sekalipun terjadi
krisis moneter dan krisis ekonomi. Untuk itu Deputi Kelembagaan Koperasi berikut jajarannya
mendorong minat masyarakat untuk membentuk Koperasi . Hal ini dapat dilihat dengan
perkembangan Koperasi sebelum krisis moneter dan krisis ekonomi dibandingkan dengan
keadaan sekarang. Secara kuantitatif jumlah Koperasi maupun anggota Koperasi cukup besar
tetapi secara kualitatif pemahaman oleh petugas Dinas Koperasi tingkat kabupaten/kota dalam
penguasaan pemahaman metode pemantapan berKoperasi masih terbatas, apa lagi bila
dikaitkan dengan sarana dan prasarana yang disediakan, biaya dan ketersediaan tenaga
pemahaman. Berkaitan dengan hal tersebut pemahaman masyarakat pada umumnya, anggota
Koperasi pada khususnya dalam pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi masih
jauh dari yang diharapkan sehingga Koperasi mampu melaksanakan prinsip Koperasi dan
Koperasi berpegang teguh pada jati diri Koperasi .

Kegiatan kajian “Penyusun Metode Pemahaman Dalam dan Pemantapan Kehidupan
BerKoperasi " adalah dalam rangka membantu memecahkan sebagian permasalahan yang
dihadapi oleh kopersi sehingga tumbuh dan berkembang berdasarkan jati diri Koperasi
(cooperative identity). Berbagai permasalahan yang diungkap dalam penyusunan pemahaman
dalam pemantapan kehidupan berKoperasi adalah sebagai berikut:



A. Permasalahan

1. Kualitas kelembagaan Koperasi belum meningkat terlebih lagi pada era
otonomisasi baik ditingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.

2. Praktek berKoperasi yang baik (best practices) dikalangan masyarakat belum
berkembang demikian pula halnya pada anggota Koperasi .

3. Belum diketahui juga tingkat pemahaman, pengurus, pengawas manajer dan

karyawan serta anggota kelompok strategis dalam memahami dan
melaksanakan praktek Koperasi .

4, Keterbatasan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan
penyuluhan kepada masyarakat anggota Koperasi dan pengelola Koperasi
sehingga kemampuan petugas lapangan dalam pemahaman berKoperasi
menjadi sangat terbatas. Lebih-lebih lagi hal ini juga berkaitan dengan
keterbatasan sumber daya, tenaga, sarana, dan prasarana dalam pemahaman
tersebut.

Pemasalahan tersebut akan didekati melalui kajian, penyusunan metode pemahaman
dalam pemantapan kehidupan berKoperasi yang dilandasi oleh:

a. Undang-undang RI. No 25 tahun 1992 tentang perKoperasi an.

b. Peraturan Pemerintah Rl No 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara
pengesahan akta pendirian Koperasi dan perubahan anggaran dasar Koperasi .

C. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan
pinjam oleh Koperasi .

d. Peraturan menteri No 1 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan,

pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran Koperasi .

Untuk itu perlu dilengkapi dengan buku tentang metode pemahaman dalam
pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi , sebagai bahan dalam menumbuh
kembangkan Koperasi , sehingga Koperasi mampu melaksanakan prinsip-prinsip Koperasi
dan Koperasi memiliki jati diri Koperasi yang dapat membedakan Koperasi dengan
perusahaan Negara dan perusahan swasta.

B. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kajian penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan
kehidupan Koperasi adalah untuk mengetahui pada untuk mengetahui pada tingkat mana
pemahaman yang telah dimiliki oleh petugas lapangan Koperasi (penyuluh lapangan Koperasi
kabupaten/kota, pengurus Koperasi , pengawas, manajer dan karyawan Koperasi serata
anggota kelompok strategis yang mampu mengembangkan kehisupan berKoperasi .



C. Tingkat Pemahaman

Dengan diketahui tingkat pemahaman petugas Koperasi lapangan tingkat
kabupaten/kota (penyuluh Koperasi ), pengurus, pengawas, manajer dan karyawan Koperasi
serta anggota kelompok strategis lainnya, maka dapat dirumuskan metode pemahaman dalam
pemantapan kehidupan Koperasi yang akan sangat berguna bagi memreka.

D. Aktivitas Kegiatan

Aktivitas kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan metode pemahaman dalam
pemantapan kehidupan berKoperasi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait baik dipusat, maupun
didaerah kajian.
2. Melakukan pengumpulan data primer dengan survey untuk inventarisasi dan identifikasi

pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi oleh masyarakat khususnya
anggota Koperasi didaerah kajian.

3. Melakukan pengumpulan data primer dengan wawancara dengan panduan
menggunakan kuesioner dan wawancara terbuka (depth interview) dengan responden,
baik Koperasi maupun intansi terkait didaerah kajian.

4. Melakukan analisis pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan
berKoperasi , dengan menggunakan data dan informasi yang telah didapat.
5. Merumuskan dan menyusun “Metode Pemahaman dalam Pengembangan dan

Pemantapan Kehidupan BerKoperasi
kegiatan kajian.

sebagai laporan menyelesaikan pekerjaan

1.2. Maksud dan tujuan

Maksud dari kegiatan kajian dan analisis “Penyusunan Metode Pemahaman Dalam
Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi " adalah sebagaimana
penjelasan berikut ini.

A. Dalam kegiatan pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi diperlukan
suatu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian tersusunnya suatu metode, yang dapat diimplementasikan oleh para
Kelompok Strategis dilapangan dalam rangka memberikan panduan bagi para pembina
Koperasi serta kelompok strategis ditengah masyarakat, dalam upaya bersama
pemerintah menggerakkan dan mengembangkan kehidupan berKoperasi .

B. Menumbuhkan kehidupan berKoperasi bukan hanya dilakukan oleh pihak pemerinatah
tetapi juga menjadikan bagian dari masyarakat, khususnya kelompok strategis.



Dengan demikian Koperasi sebagai suatu badan usaha yang dimiliki rakyat, untuk
kepentingan rakyat, maka sejak awal pendiriannya hingga pengembangan dan kehidupan
pemantapan berKoperasi adalah menjadi tanggung jawab rakyat, dalam hal ini adalah
anggotanya, khususnya masyarakat kelompok strategis.

Tujuan dari kegiatan kajian dan analisis “Penyusunan Metode Pemahaman Dalam
Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi ” adalah :

a. Agar tumbuh Koperasi baru yang dapat mengembangkan potensi daerah dalam
peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap mempertahankan cirri khusus yang
dimiliki Koperasi , yaitu “Jatidiri Koperasi .

b. Dapat menjadikan Koperasi yang sudah ada semakin beraktivitas sehingga
mewujudkan Koperasi yang berkualitas, baik dari keanggotanya, pengelolaan usaha
dan pelayanannya, pengawasannya, serta mempunyai dampak yang positif terhadap
lingkungan sekitarnya.

1.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah semua elemen, kelompok dan instansi yang berkaitan
dengan pendirian, penyuluhan, pembinaan, dan pemantapan kehidupan berKoperasi , yaitu
penyuluh/petugas Koperasi lapangan didaerah tingkat Il (Kabupaten/Kota), pengurus Koperasi,
pengawas Koperasi , manajer dan karyawan Koperasi , dan kelompok strategis (seperti : tokoh
masyarakat/adat, ulama/kiai, kalangan akademisi/perguruan tinggi).

1.4. Pendekatan dan Metodologi
1.4.1. Pendekatan

“Penyusunan Metode Pemahaman Dalam Pemantapan Kehidupan BerKoperasi ”
dengan memahami latar belakang, indikasi masalah dan batasan masalah. Secara garis besar
dasar pemikiran metode pemahaman dalam pengembangan untuk lebih memfokuskan latar
belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, analisa masalah dan batasan
masalah. Berbagai masalah yang akan di iddentifikasi dalam pemahaman dalam pemantapan
kehidupan berKoperasi , meliputi:

(a) Kualitas kelembagaan Koperasi masih rendah (belum berkembang).

(b) Praktek berKoperasi yang baik (best practice) belum dilaksanakan.

(© Manfaat berKoperasi yang baik belum dirasakan oleh anggota dan masyarakat luas.

(d) Belum ada metode pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan

berKoperasi .

(e) Peran kelompok strategis, pemerhati Koperasi , pihak lain di luar instansi pemerintah
masih sangta terbatas.

Berbagai aspek yang akan dikaji dan dianalisis mencakup kelompok sasaran yaitu:

1. Pembina Koperasi tingkat Kabupaten/Kota
2. Pengurus Koperasi primer
3. Pengawas Koperasi



4, Manajer dan karyawan Koperasi
5. Anggota Koperasi dan kelompok strategis masyarakat

Dalam pengawasan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi ini
merupakan bentuk kajian atau penataan (studi) dan analisis dengan perangkat prosedur yang
umum dan lazim dilakukan dalam kegiatan/ aktivitas studi kajian. Dan sifat dari kegiatan ini
adalah untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman dalam pengembangan dan
pemantapan kehidupan berKoperasi .

Cara/metode kajian ini melalui pengumpulan data dan informasi yang menyangkut
kajian pustaka, yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan
pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi dalam bentuk kebijaksanaan tingkat
pusat, Propinsi, Daerah Istimewa, maupun Kabupaten.

Program peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi apakah mampu
dipahami dan dapat meningkatkan pemantapan dalam pengembangan Koperasi .

1. Wawancara dna Informasi Observasi Lapangan, untuk melaksanakan wawancara,
baik menggunakan panduan wawancara (kuesioner maupun wawancara terbuka)
dengan pejabat tingkat | propinsi dan pejabat tingkat Il kabupaten serta pembina tingkat
kabupaten kodya.

2. Diskusi, dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan kajian dan analisis ini.

3. Responden yang akan diwawancarai atau diajak diskusi dengan panduan kuesioner
akan dilakukan kepada pembina tingkat kabupaten/kota pengurrus Koperasi ,
pengawas, manager dan keryawan serta anggota kelompok strategis ini dimaksudkan
untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka dalam Koperasi .

4, Kueisioner yang akan dikumpulkan melalui wawancar maupun angket akan dilakukan
analisa dengan menggunakan Skala Likert, Skala Guttman dan Rating Scale.
5. Analisa Skala Likert, dengan menggunakan analisa ini akan diketahui tingkat

pemahaman berKoperasi baik kapada pembina/penyuluh lapangan tingkat kabupaten
pengurus dan pengawas, manager dan karyawan serta anggota kelompk strategis.

6. Tingkat Pemahaman, dengan pengumpulan data melalui wawancara maupun
kueisioner akan diketahui tingkat pemahaman mereka.
7. Pemahaman Rata-Rata, berdasarkan analisa Rating Scale tingkat pemahaman rata-

rata baik pembina/penyuluh Koperasi kodya, pengawas Koperasi primer, pengawas
Koperasi , manajer dan karyawan serta anggota kelompok strategis.

8. Skala Guttman, dengan menggunakan analisa skala ini akan diketahui jawaban yang
tegas tingkat pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi skala guttman ini
kueisionernya dibuat dalam bentuk cekilist.

9. Diskripsi Data, yang terkumpul dari 3 propinsi yaitu propinsi Sumatera Utara, propinsi
Jawa Tengah dan Propinsi Sulawesi Tenggara akan dideskripsikan sehingga mudah
dipahami. Pendeskripsian data dilakukan melalui pengkajian data, dalam bentuk table
biasa. Dengan melakukan deskripsi dan analisis data berdasarkan kueisioner setelah
disusun akan diketahui tingkat pemahaman berKoperasi baik oleh petugas lapangan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tingkat kabupaten, pengurus Koperasi , manajer dan karyawan Koperasi , pengawas
Koperasi dan anggota kelompok strategis.

Kajian Pustaka yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan
dengan kegiatan penyusunan metode pemahaman dalampemantapan kehidupan
berKoperasi .

Tanya Jawab dan wawan cara dilaksanakan dnegan menggunakan panduan
wawancara (kuesioner) maupun wawancara terbuka (Depth interview) terhadap
responden.

Observasi/Pengamatan kebebrapa pembina, petugas pemahaman Koperasi
kabupaten, pengurus Koperasi , pengawas, manajer dan anggota kelompok strategis.
Metode Pengambilan Contoh (sampling metode), terhadap pembina, petugas
lapangan pemahaman Koperasi tingkat kabupaten/kota, pengurus Koperasi , pengawas
Koperasi , manajer dan karyawan, kelompok strategis dilakukan dengan “purpose
sampling”, yaitu dengan menganggap bahan (menganggap pembina, petugas
lapangan, manajer dan karyawan Koperasi , kelompok strategis) yangtelah ditetapkan
telah mewakili (“representative”) untuk satu populasi dalam daerah kegiatan kajian.
Jenis Data dan Sumber Data dalam penyusunan metode pemahaman dalam
pemantapan kehidupan berKoperasi dikumpulkan dalam data primer dan data
sekunder. Data Primer, bersumber dari Dinas Koperasi & UKM Kabupaten/Kota,
Koperasi Primer Kabupaten/Kota.

Data Sekunder, bersumber dari Kementrian Negara Koperasi dan UKM, Dinas
Koperasi & UKM Propinsi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kodya tentang
perkembangan Koperasi 3 tahun terakhir di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota,
berkaitan dengan jumlah Koperasi , jumlah anggota Koperasi , volume usaha Koperasi ,
klasifikasi Koperasi , SHU Koperasi , fungsi dan peran pembina/petugas pemahaman
Koperasi di tingkat kabupaten/kodya, biaya untuk pemahaman, sarana dan prasarana.

Metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi dilakukan melalui
pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis Skala Likert, analisis Skala
Guttman, dan analisis Rating Scale.

Kegiatan Kajian, penyusunan pemahaman dan pemantapan kehidupan berKoperasi
dilakukan secara garis besar menjadi 3 tahapan, yaitu:

a. Tahap pengumpulan data

b. Tahap pengolahan dan analisis data

c. Tahap penyusunan laporan

Kegiatan kajian penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan
berKoperasi adalah berkaitan dengan seberapa jauh tingkat pemahaman pembina atau
petugas pemahaman Koperasi tingkat kabupaten/kodya, pengurus Koperasi primer,
pengawas, manajer dan karyawan Koperasi serta anggota kelompok strategis berkaitan
dengan aspek-aspek antara lain sebagai berikut :

1) Tingkat pemahaman tentang pengertian Koperasi

2) Tingkat pemahaman tentang tujuan Koperasi

3) Tingkat pemahaman tentang organisasi Koperasi



4)  Tingkat pemahaman tentang cara pendirian Koperasi

5) Tingkat pemahaman tentang pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi

6) Tingkat pemahaman tentang pengertian anggota Koperasi

7) Tingkat pemahaman tentang rapat anggota Koperasi

8) Tingkat pemahaman tentang pengurus Koperasi

9) Tingkat pemahaman tentang pengawas Koperasi

10) Tingkat pemahaman tentang pengangkatan pengurus Koperasi

11) Tingkat pemahaman tentang pemberhentian pengurus Koperasi

12) Tingkat pemahaman tentang pengangkatan pengawas Koperasi

13) Tingkat pemahaman tentang pemberhentian pengawas Koperasi

14) Tingkat pemahaman tentang anggaran dasar Koperasi

15) Tingkat pemahaman tentang peran notaries dalam anggaran dasar Koperasi

16) Tingkat pemahaman tentang peran pejabat dalam anggaran dasar Koperasi

17) Tingkat pemahaman tentang masa kerja pengawas dan pengurus Koperasi

18) Tingkat pemahaman tentang isi anggaran dasar Koperasi dan anggaran rumah
tangga Koperasi

19) Tingkat pemahaman tentang pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga Koperasi

20) Tingkat pemahaman tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga Koperasi

21) Tingkat pemahaman tentang jumlah minimal anggota Koperasi

22) Tingkat pemahaman tentang modal Koperasi

23) Tingkat pemahaman tentang pembukuan Koperasi

24) Tingkat pemahaman tentang sisa hasil usaha Koperasi

25) Tingkat pemahaman tentang pembagian sisa hasil usaha Koperasi

26) Tingkat pemahaman tentang pembubaran Koperasi

27) Tingkat pemahaman tentang badan hokum Koperasi

28) Tingkat pemahaman tentang manfaat kopersai

29) Tingkat pemahaman tentang keuntungan dan kerugian berKoperasi

30) Tingkat pemahaman tentang hak dan kewajiban pengurus Koperasi

31) Tingkat pemahaman tentang hak dan kewajiban pengawas Koperasi

1.4.2. Metode Analis

Dalam analisis kajian penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan

berKoperasi analisis yang digunakan adalah sebagai berikut ini.

1.

Analisis Skala Likert

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman pembina/petugas
pemahaman Koperasi tingkat kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui
tingkat pemahaman petugas Koperasi lapangan terhadap materi yang perlu
disampaikan kepada pengawas, pengurus, manajer dan karyawan Koperasi , kelompok
strategis, anggota Koperasi . Demikian juga halnya pemahaman pengurus, pengawas,
serta kelompok strategis. Tingkat pemahaman dimulai tingkat yang paling paham
sampai tingkat yang paling tidak paham. Instrument yang digunakan antara 1 sampai 30



item tentang perKoperasi an, kemudian akan diketahui rata-rata pemahaman mereka
terhadap Koperasi .

2. Analisis Skala Guttman
Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat pendapat tegas tentang dan tidaknya
terhadap Koperasi . Pilihan tegas ini diberi skala bahwa bila mereka paham diberi skor 1
(satu) dan bila tidak paham diberi skor 0 (nol). Selanjutnya analisis dilakukan seperti
analisis Skala Likert.

3. Analisis Rating Scale
Analisis Rating Scale merupakan analisis kualitatif. Dalam skala model rating scale
responden tidak disuruh menjawab paham, tidak paham terhadap Koperasi , tetapi akan
menjawab salah satu dari pilihan jawaban kualitatif yang telah disediakan. Analisis rating
scale ini lebih fleksibel dari pada analisis skala likert.

Dengan menganalisis kajian metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan
berKoperasi akan diperoleh kesimpulan tingkat pemahaman petugas lapangan Koperasi ,
pengurus dan pengawas Koperasi , Manajer dan karyawan Koperasi , serta anggota kelompok
strategis.

1.5. Output (hasil kajian)

Output atau hasil kerja dari kegiatan “Penyusunan Metode Pemahaman Dalam
Pemantapan Kehidupan BerKoperasi " ini adalah suatu metode pemahaman dalam
pemantapan kehidupan berKoperasi  untuk masing-masing kelompok sasaran seperti
dijelaskan pada sasaran kegiatan (Penyuluh Koperasi lapangan, Pengurus Koperasi ,
Pengawas Koperasi , Manajer dan Karyawan Koperasi dan Kelompok Strategis) dengan
berbagai cara dan media pemahaman kehidupan berKoperasi .

1.6. Ruang Lingkup Pekerjaan

Yang menjadi ruang lingkup kegiatan kajian penyusunan metode pemahaman dalam
pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi adalah:

a. Pelaksanaan organisasi dan penyiapan personil pelaksana kegiatan kajian.

b. Melakukan persiapan administrasi pengumpulan data.

C. Melakukan persiapan survey untuk observasi dan pengamatan terhadap obyek kajian,
berupa kueisioner.

d. Melakukan pengumpulan data sekunder pada instansi terkait baik dipusat, maupun
didaerah kajian.

e. Melakukan survey untuk inventarisasi dan identifikasi pemahaman dalam dan

pemantapan kehidupan berKoperasi oleh masyarakat, khususnya anggota Koperasi
didaerha kajian.

f. Melakukan wawancara dengan panduan menggunakan kuesioner dan wawancara
terbuka (depth interview) dengan responden, baik Koperasi maupun instansi terkait
didaerah kajian.



1.7.

Melakukan kompilasi dan interpretasi data dan informasi, yang telah didapat, baik data
sekunder maupun data primer.

Melakukan analisis metode pemahaman dalam pemantapan kehidupan berKoperasi ,
dengan menggunakan data dan informasi yang telah didapat.

Pengolahan hasil survey, perumusan draft (konsep) “Metode Pemahaman Dalam
Pemantapan Kehidupan BerKoperasi ", dilakukan diskusi pembahasan konsep awal
penyusunan metode pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan
berKoperasi bertempat di Jakarta.

Penyempurnaan konsep, penyusunan metode pemahaman dalam pemantapan
kehidupan berKoperasi, hasil diskusi pembahasan.

Penyusunan laporan akhir sebagai pertanggung jawaban kegiatan kajian.

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan kajian, “Metode Pemahaman Dalam Pengembangan dan

pemantapan Kehidupan BerKoperasi ” telah ditetapkan yaitu :

1.

Propinsi Sumatera Utara, diharapkan dapat mewakili karakteristik Koperasi berikut
petugas penyuluh lapangan Koperasi di pulau Sumatera dan Kalimantan. Untuk
Propinsi Sumatera Utara ini yang di jadikan sampel adalah kota medan dan kabupaten
deli serdang, masing-masing 2 (dua) Koperasi .

Propinsi Jawa Tengah, propinsi Jawa tengah diharapkan mampu mewakili karakteristik
pembina Koperasi lapangan dan Koperasi -Koperasi yang ada dipulau jawa. Untuk
kegiatan lokasi survey dilaksanakan 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu kabupaten klaten
dengan 3 (tiga) Koperasi , Kabupaten Purbalingga dengan 3 (tiga) Koperasi .

propinsi  Sulawesi Tenggara, diharapkan mampu mewakili karakteristik
pembina/penyuluh Koperasi lapangan dengan Koperasi yang ada di wilayah Indonesia
bagian timur. Untuk Propinsi Sulawesi Tenggara yang dijadikan sampel 2 (dua)
Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Konang dan Kota Kendari masing-masing 2 (dua)
Koperasi



2.1.

BAB II
GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN BERKOPERASI
Pengertian

Kehidupan Koperasi di Indonesia dilindungi oleh UUD 1945 dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perKoperasi an, sebagai payung hukum.
Dengan demikian Koperasi sebagai gerakan memiliki landasan hukum yang kuat.

Koperasi sebagai badan usaha, unutk memperoleh perlindungan hukum tata cara

pendirian Koperasi , dan tata kerja Koperasi mengikuti ketentuan tentang persyaratan dan Tata
cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Koperasi .

Isu nasional pada program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi , berkaitan

dengan:

a.
b.

2.2.

peraturan yang belum kondusif bagi perkembangan Koperasi .

kapasitas pembina Koperasi yang kurang memadai, karena penempatan pejabat yang
tidak sesuai.

Pendidikan dan pengelolaan Koperasi yang kurang sehingga pemahaman pengelola
dan anggota terhadap Koperasi kurang.

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan Koperasi .
Kurangnya insentifd dan fasilitas untuk pengembangan jaringan usaha antar Koperasi .

Arah Kebijakan Pemberdayaan Koperasi
Arah kebijakan pemberdayaan kopeprasi meliputi :

Meningkatkan daya saing yang diarahkan untuk memberikan konstribusi yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan
pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan agar dapat memberikan kontribusi
terhadap peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Memeperkuat kelembagaan wusaha dengan menerapkan prinsip-prinsip tata
kepemeritahan yang baik (good govermance) dan berwawasan gender terutama untuk :
o Memperluas akses pada smuberdaya permodalan khususnya perbankan.

o Memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perijinan.

e Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan
fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi,
manajemen, pemasaran.

Membangun Koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk :

o Membenahi dan memperkuat sasaran kelembagaan dan organisasi Koperasi di
tingkat makro, maupun mikro guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang
kondusif bagi kemajuan Koperasi serta kepastian hukum yang semakin



terlindunginya Koperasi dan/atau anggotanya dari praktek persaingan yang tidak

sehat.

¢ Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemanku kepentingan
(stake holder) kepada Koperasi .

e Meningkatkan kemandirian gerakan Koperasi

2.3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan
kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu tumbuh dan
berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjajdi wadah kepentingan bersama bagi
anggotanya unutk memperoleh efisiensi kolektif sehingga citra Koperasi menjadi lebih baik.

Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi Koperasi di tingkat Primer
dan Sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan
Koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan Koperasi semakin lengkap dan
berkualitas, lembaga gerakan Koperasi semakin berfungsi dan mandiri serta praktek
berKoperasi yang baik (best practice) semakin berkembang dimasyarakat.

2.4. Proses Pemahaman BerKoperasi

Proses pemahaman kehidupan berKoperasi dimulai dari pengertian Koperasi , tujuan
Koperasi , cara kerja Koperasi organisasi Koperasi , kemanfaatan bagi masyarakat
berKoperasi , aturan hukum atau perlindungan hukum bagi sebuah Koperasi .

Koperasi sebagai badan usaha dan Koperasi sebagai gerakan dalam proses
pemahamannya yang dilakukan oleh masyarakat secara garis besar digambarkan sbb :

Proses pemahaman berKoperasi sebagaimana gambar tersebut di atas, dapat
dijelaskan sebagai berikut :

° Mendengar : Menerima penjelasan dari sumber informasi berupa ucapan langsung
baik dari orangnya langsung maupun melalui radio tentang pemahaman
berKoperasi .

. Melihat : Menerima pengetahuan mengenai pemahaman berKoperasi baik

melalui penjelasan visual seperti Televisi, VCD/DVD, maupun melihat
langsung dan memperhatikan kegiatan atau praktek berKoperasi .

. Membaca . Penjelasan atau pengetahuan mengenai pemahaman kehidupan
berKoperasi dengan membaca melalui media cetak, seperti brosur,
leaflet, booklet, textbook, majalah, bulletin khusus Koperasi & UKM,
Koran, Diktat dan media cetak lainnya yang berkaitan atau ada
penjelasan mengenai pemahaman kehidupan berKoperasi .

° Mengerjakan : Pengetahuan mengenai pemahaman kehidupan berKoperasi yang
didapatkan melalui praktek/mengerjakan kehidupan berKoperasi |,
seperti praktek karena memang tugas dalam suatu studi/pendidikan,



karena magang, karena ingin mengetahui lebih jelas atau lebih dalam
mengenai kehidupan berKoperasi .

Koperasi sebagai Badan Hukum :

Yaitu sesuai dengan fungsinya Koperasi melakukan usaha dengan modal yang
terkumpuk dari anggotanya untukmendapatkan keuntungan yang disebut sisa hasil
usaha, yang pada akhirnya dinikmati oleh anggota dalam meningkatkan
kesejahteraannya.

Koperasi sebagai Gerakan :

Yaitu selaku badan yang beranggotankan orang-orang, Koperasi berpotensi untuk
dijadikan sarana untuk memperjuangkan cita-cita Koperasi dalam meningkatkan
kesejahteraan anggotanya. Koperasi mewakili anggotanya menjadi juru bicara pada
forum-forum tertentu, baik kepada pemerintah atau pihak lain.

Bertujuan untuk mensejahterkan anggota :

Pada dasarnya usaha yang dilaksanakan Koperasi bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggotanya. Peningkatan kesejahteraan anggota ini dapat dilaksanakan
melalui pengadaan dana dengan bunga yang rendah (KSP=Koperasi Simpan Pinjam)
atau pengadaan kebutuhan sehari-hari (Seperti sembako dengan harga terjangkau
(KSU=Koperasi Serba Usaha), maupun pengadaan keperluan usaha/produksi bagi
usaha (mata pencaharian) anggotanya berupa sarana produksinya seperti pupuk, bibit,
pestisida dan sarana lainnya (Koptan=Koperasi Tani), jaring, kail, pelampung, motor
temple peralatan lainnya (Koperasi nelayan). Selain itu keuntungan usaha Koperasi
sebagian besar akan kembali kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha).

AD/ART Koperasi :

Pada setiao Koperasi tentu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
(AD/ART) yang menjadi asas atau landasan bekerjanya suatu Koperasi .

Organisasi dan Tata Kerja Koperasi :

Suatu Koperasi membentuk organisasi yang mengatur tata kerja baik ke dalam
maupun dalam hubungannya keluar.

Organisasi dan Ketatalaksanaannya Bersifat Terbuka, Demokratis :




Sesuai dengan prinsipnya ketatalaksanaan Koperasi dilakukan secara demokratis.
Pengurus dipilih dalam rapat anggota Koperasi . anggota Koperasi dapat bertanya
tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha Koperasi kepada pengurus Koperasi .

Pengawasan Dilakukan Oleh Badan Pengawas Yanq Dipilih Oleh Rapat Anggota :

Badan pengawas Koperasi yang keberadaannya dipilih dari dan oleh anggota
Koperasi berfungsi melakukan pengawasan terhadap Koperasi dapat dengan baik,
tidak melakukan kesalahan atau kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Koperasi Dipimpin Oleh Pengurus Yang Dipilih Melaui Rapat Anggota :

Seperti halnya dengan pengawas, pengurus dipili dari dan oleh anggota dalam
rapat anggota untuk periode atau jangka waktu tertentu.

Anggota Sebagai Pemilik dan Pengguna Koperasi :

Ciri khas Koperasi adalah bahwa anggota Koperasi sekaligus adalah anggota
yang juga menyimpan uangnya diKoperasi .

Rapat Anggota Pemegang Kekuasaan Tertinggi :

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan pengurus dan pengawas
Koperasi dilakukan dalam rapat anggota Koperasi .



BAB Il
JENIS DAN METODE PEMAHAMAN DALAM PEMANTAPAN KEHIDUPAN BERKOPERASI

3.1. Klompok Sasaran

Berbagai kelompok sasaran dalam penyuluhan/pembinaan dalam pemantapan
kehidupan berKoperasi yang akan disajikan dalam bentuk “Metode Pemahaman Dalam
Pengembangan dan Pemantapan Kehidupan BerKoperasi ” dapat diilustrasikan sebagai
gambar berikut ini.

Kel. Sasaran Bentuk Metode | Media |
Diskusi Handout
Studi banding Brosur
Magang Leaflet
Individu Tatap Muka Anjangsana Booklet

P Getok Tular Text book
Tanya Jawab

E

M Ceramah Handout
Diskusi Brosur

A Tanya Jawab Leaflet

H Kelompok Kalasikal Sarasehan Booklet
Pemainan peran | Text book

A Learning by doing | Televise
Studi lapangan Film

M Koran/majalah

A Metode yang Radio_ _
digunakan untuk | Televisi

N mencapai Film

Massal Massal masyarakat pada | Surat Kabar

umumnya : | Majalah
misalntya, talk
show, cerita,
profil




Gambar 3.1 Metode pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan
berKoperasi

3.2. Metode pemahaman dalam pengembangan dan pemantapan kehidupan berKoperasi
a. Metode Pemahaman

Metode-metode pemahaman dalam Pengembangan dan pemantapan kehidupan
berKoperasi yang digmabarkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

1. Diskusi : adalah pembahasan tentang suatu masalah/topic yang dilakukan oleh satu
atau dua orang untuk mendapatkan kesimpulan
2. Studi banding : adalah suatu kunjungan yang dilakukan oleh satu atau kelompok orang

dari suatu badan atau instansi ke instansi lain untuk mempelajari hal-hal yang
dibandingkan dengan hal yang sama di instansi orang atau sekelompok orang tersebut

3. Magang : adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengikuti kerja
orang lain sebelum orang tersebut melakukan pekerjaan sebagai pegawai

4, Anjangsana : adalah kunjungan yang dilakukan oleh seorang atau lebih ke suatu tempat
untuk mempelajari hal-hal yang perlu dicontoh

5. Getok Tular : berarti berantai atau estafet, dari seorang kepada orang lain

6. Tanya Jawab : ialah suatu bentuk penyampaian suatu hal melalui pertanyaan dan
jawaban

7. Ceramah : ialah pidato atau paparan yang disampaikan oleh seorang pembicara di
depan orang banyak

8. Sarasehan : ialah suatu pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan
pendapat para ahli mengenai suatu masalah dibidang tertentu

9. Permainan Peran : ialah mempelajari sesuatu dengan cara memainkan peran bagi para

pesertanya, biasanya apabila mempelajari hal-hal dalam Koperasi maka peserta
melakukan peran sebagai ketua, sekretaris, bendahara, manajer, dsb

10. Learning by Doing : kata learning berarti belajar dan doing berarti mengerjakan. Bila
seseorang mempelajari suatu hal, maka dia melakukan pembelajaran dengan cara
mengerjakan hal yang di pelajari. Calon kasir belajar tentang pekerjaannya dengan cara
melakukan/mempraktekan pekerjaan seorang kasir

11. Studi Lapangan : yaitu cara belajar sesuatu dengan cara mendatangi tempat atau
lapangan sesuai dengan bidang yang dipelajari, misalnya calon peternak sapi yang
sudah terlebih dahulu berjalan/beroperasi.

12. Talk Shangow : yaitu suatu acara televise yang menampilkan beberapa nara sumber
yang berbicara tentang suatu maslaah yang dapat ditonton oleh para pemirsanya

13. Cerita : adalah tuturan yang menjelaskan/menerangkan bagaimana terjadinya suatu
peristiwa.



BAB IV
METODE PEMAHAMAN DALAM KEHIDUPAN BERKOPERASI

4.1. Upaya Pemahaman yang telah dilakukan

Upaya Pemahaman yang telah dilakukan Pembina/Penyuluh disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pemahaman Yang Telah Dilakukan

Persentase
No Kategori Sangat | Cukup Kurang Sangat
baik baik Baik1l baik
1 Pemahaman pengurus tentang 28,57 28,57 42,86 0,00
pemahaman Koperasi
2 Tujuan Koperasi 42,86 14,29 42,86 0,00
3 Organisasi Koperasi 28,57 42,86 28,57 0,00
4 Badan hukum Koperasi 28,57 14,29 57,14 0,00
5 Tata cara pendirian Koperasi 28,57 28,57 42,86 0,00
6 Tata cara pembubaran Koperasi 28,57 42,86 28,57 0,00
7 Pemodalan Koperasi 14,29 42,86 42,86 0,00
8 Hak dan kewajiban pengurus 14,29 42,86 42,86 0,00
9 Hak dan kewajiban pengawas 28,57 42,86 28,57 0,00
10 Hak dan kewajiban manajer dan 28,57 42,86 28,57 0,00
karyawan Koperasi
11 Hak dan kewajiban anggota Koperasi 28,57 42,86 28,57 0,00
12 Usaha Koperasi 14,29 57,14 28,57 0,00
13 Pembukuan Koperasi 28,57 28,57 42,86 0,00
14 Pembagian SHU Koperasi 28,57 28,57 42,86 0,00
15 Pembagian SHU pengurus Koperasi 42,86 14,28 42,86 0,00
16 Pembagian SHU pengawas Koperasi 42,86 14,28 42,86 0,00
17 Pembagian SHU manajer dan 28,57 28,57 42,86 0,00
karyawan
18 Pembagian SHU anggota Koperasi 28,57 28,57 42,86 0,00
19 Koperasi primer 28,57 28,57 42,86 0,00
20 Koperasi sekunder 28,57 28,57 42,86 0,00
21 Gerakan Koperasi 42,86 14,28 42,86 0,00
22 Jumlah Koperasi primer 28,57 28,57 28,57 14,29
diwilayahkabupaten/kota
23 jumlah Koperasi sekunder di wilayah 28,56 14,29 42,86 14,29
kabupaten/kota
24 jumlah modal sendiri 28,56 14,29 42,86 14,29
25 Jumlah modal dari luar 28,57 14,29 57,14 0,00
Rata-rata 29,14 29,14 40,00 1,71




Berdasarkan table 4.1 bahwa pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 42,86
persen memahami kurang baik mengenai pengertian Koperasi diwilayah kerja, sedangkan
pembina/penyuluh memahami sangat baik dan cukup baik memahami mengenai oengertian
Koperasi diwilayah kerja yang masing-masing 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman pembina/penyuluh mengenai Koperasi di wilayah kerja bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami sangat baik juga memahami sangat baik juga
memahami kurang baik seimbang mengenai tujuan Koperasi di wilayah kerja yang masing-
masing sebanyak 42,86 persen. Sedangkan pembina/penyuluh sangat cukup baik memahami
mengenai tujuan Koperasi diwilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman pembina/penyuluh mengenai tujuan Koperasi diwilayah kerja bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi telah memahami cukup baik mengenai oraganisasi
Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Sedangkan pembina/penyuluh sangat baik
memahami mengenai organisasi Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Namun
pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai organisasi Koperasi di wilayah
kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh
mengenai organisasi Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai badan hukum Koperasi
di wilayah kerja sebanyak 57,14 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik memahami
mengenai mengenai badan hukum Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen,
sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai badan hukum Koperasi di
wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
pembina/penyuluh mengenai badan hukum Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai tata cara pendirian
Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik
memahami mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja 28,57 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tata catra pendirian Koperasi di
wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi cukup baik memahami mengenai tata cara pembubaran
Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat baik
memahami mengenai tata cara pembubaran Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tata cara pendirian
Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi cukup baik memahami mengenai permodalan Koperasi di
wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat baik memahami
mengenai permodalan Koperasi di wilayah Kkerja sebanyak 14,29 persen. Namun
pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai permodalan Koperasi di



wilayah kerja sebanyaj 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
pembina/penyuluh mengenai permodalan Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi cukup baik memahami mengenai hak dan kewajiban
pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh
sangat baik memahami mengenai hak dan kewajiban pengurus Koperasi di wilayah kerja
sebanyak /penl4,29 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai hak
dan kewajiban pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai hak dan kewajiban pengurus
Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami cukup baik mengenai hak dan kewajiban
manajer Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh
memahami sangat baik mengenai hak dan kewajiban pengawas Koperasi diwilayah kerja
sebanyak 28,57 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai hak dan
kewajiban pengawas Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja
masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami cukup baik mengenai hak dan kewajiban
manajer Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/peynuluh
memahami sangat baik mengenai hak dan kewajiban manajer Koperasi di wilayah kerja
sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai
tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyulun Koperasi memahami cukup baik mengenai hak dan kewajiban
anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh
memahami sangat hal dan kewajiban anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57
persen. Namun pembina/penyuluh baik memahami mengenai hak dan kewajiban anggota
Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
pembina/penyuluh mengenai tata cara pendirian Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami cukup baik mengenai usaha Koperasi di
wilayah kerja sebanyak 57,14 persen, sedangkan pembina/penyuluh memahami sangat baik
mengenai usaha Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Namun pembina/penyuluh
kurang baik memahami mengenai usaha Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai usaha Koperasi di wilayah
kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi memahami kurang baik mengenai pembukuan Koperasi di
wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penuyuluh Koperasi memahami sangat
baik mengenai pembukuan Koperasi di wilayah sebanyak 28,57 persen. Sedangkan
pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pembukuan Koperasi di wilayah kerja
sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai
pembukuan Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.



Pembina/penyuluh Koperasi memahami kurang baik mengenai pembagian SHU
Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh memahami sangat
baik mengenai pembagian SHU Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Sedangkan
pembina /penyuluh memahami mengenai pembagian SHU Koperasi di wilayah kerja sebanyak
28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai
pembagian SHU Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyulun Koperasi sangat baik memahami mengenai pembagian SHU
pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh
cukup baik memahami mengenai pembagian SHU pengurus Koperasi di wilayah kerja
sebanyak 14,28 persen. Namun pembina/penyuluh kurang baik memahami mengenai
pembagian SHU pengurus Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pembagian SHU pengawas
Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai pembagian SHU
manajer dan karyawan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun
pembina/penyuluh sangat baik memahami mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan
Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, seedangkan pembina/penyuluh cukup baik
memahami mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi di wilayah kerja
sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai
pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai pembagian SHU
anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat
baik memahami mengenai pembagian SHU anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57
persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pembagian SHU
anggota Koperasi di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman pembina/penyuluh mengenai pembagian SHU anggota Koperasi di wilayah kerja
masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai pengertian Koperasi
primer Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat
baik memahami mengenai pengertian Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen,
sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pengertian Koperasi primer di
wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
pembina/penyuluh mengenai pengertian Koperasi primer di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami mengenai pengertian Koperasi
sekunder di wilayah kerja sebanyak 42,86 persen. Namun pembina/penyuluh sangat baik
memahami mengenai pengertian Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen,
sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai pengertian Koperasi sekunder
di  wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
pembina/penyuluh mengenai pengertian Koperasi sekunder di wilayah kerja masih bervariasi.



Pembina/penyuluh Koperasi sangat baik memahami gerakan Koperasi di wilayah kerja
sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami mengenai
gerakan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 14,28 persen. Namun pembina/penyuluh kurang
baik memahami mengenai pengertian gerakan Koperasi di wilayah kerja sebanyak 42,86
persen. Hal menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai pengertian
Koperasi sekunder si wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi sangat baik memahami jumlah Koperasi primer di wilayah
kerja sebanyak 28,57 persen, sedangkan pembina/penyuluh cukup baik memahami jumlah
Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen. Namun pembina/penyuluh kurang
baik memahami jumlah Koperasi primer di wilayah kerja sebanyak 28,57 persen, bahkan
pembina/penyuluh sangat tidak baik memahami jumlah Koperasi primer di wilayah kerja
sebanyayak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh
mengenai jumlah Koperasi primer di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami jumlah Koperasi sekunder di
wilayah kerja sebanyaj 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat tidak baik
memahami jumlah Koperasi sekunder di wilayah kerja sebanyak14,29 persen. Namun
pembina/penyuluh sangat baik memahami jumlah Koperasi sekunder di wilayah kerja
sebanyak 28,56 persen, bahkan pembina/penyuluh cukup baik memahami jumlah Koperasi
sekunder di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pwmahaman
pembina/penyuluh mengenai jumlah Koperasi sekunder di wilayah kerja masih bervariasi.

Pembina/penyuluh Koperasi kurang baik memahami jumlah modal sendiri di wilayah
kerja sebanyak 42,86 persen, sedangkan pembina/penyuluh sangat tidak baik memahami
jumlah modal sendiri di wilayah kerja sebanyak 14,29 persen. Namun pembina/penyuluh sangat
baik memahami jumlah modal sendiri di wilayah kerja sebanyak 28,56 persen, bahkan
pembina/penyuluh cukup baik memahami jumlah modal sendiri di wilayah kerja sebanyak 14,29
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh mengenai jumlah modal
sendiri di wilayah kerja masih bervariasi.

4.2. Upaya Memberikan Pemahaman yang Telah Dilakukan

Berbagai cara memberikan pemahaman kehidupan berKoperasi telah dilakukan oleh
pembina/penyuluh. Namun dari beberapa upaya tersebut ada yang sudah mencapai sasaran
dan ada pula yang belum mencapai sasaran. Upaya memberikan pemahaman tergantung
kepada kredibilitas pembina/penyuluh, metode pemahaman, alat dan bahan yang digunakan
dan ketersediaan saran dan prasarana pemahaman. Upaya yang telah dilakukan dalan
memberikan pemahaman disajikan pada table 4.2.



Table 4.2. Upaya yang Telah Dilakukan dalam pemahaman kehidupan berKoperasi

Persentase
No Kategori
Paham Tidak
Paham
1 Bahan pemahaman berKoperasi terhadap pengurus 100,00 0,00
2 Bahan pemahaman berKoperasi terhadap pengawas 85,71 14,29
3 Bahan pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan 85,71 14,29
karyawan
4 Bahan pemahaman berkopearasi terhadap kelompok 71,43 28,57
strategis
5 Bahan pemahaman berKoperasi terhadap pengertian 85,71 14,29
Koperasi
6 Bahan pemahaman tujuan Koperasi 85,71 14,29
7 Bahan pemahaman organisasi Koperasi 85,71 14,29
8 Bahan pemahaman badan hukum Koperasi 100,00 0,00
9 Bahan pemahamn tata cara pendirian Koperasi 85,71 14,29
10 Bahan pemahaman tata cara pembubaran Koperasi 85,71 14,29
11 Bahan pemahaman permodalan Koperasi 71,43 28,57
12 Bahan pemahaman hak dan kewajiban pengurus 100,00 0,00
Koperasi
13 Bahan pemahaman hak dan kewajiban pengawas 100,00 0,00
Koperasi
14 Bahan pemahaman hak dan kewajiban manajer dan 100,00 0,00
karyawan Koperasi
15 Bahan pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi 71,43 28,57
16 Bahan pemahaman usaha Koperasi 85,71 14,29
17 Bahan pemahaman pembukuan Koperasi 85,71 14,29
18 Bahan pemahaman SHU Koperasi 85,71 14,29
19 Bahan pemahaman pembagian SHU 85,71 14,29
20 Bahan pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi 85,71 14,29
21 Bahan pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi 85,71 14,29
22 Bahan pemahaman pembagian SHU manajer dan 85,71 14,29
karyawan Koperasi
23 Bahan pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi 85,71 14,29
24 Bahan pemahaman Koperasi primer 85,71 14,29
25 Bahan pemahaman Koperasi sekunder 85,71 14,29
26 Bahan pemahaman gerakan Koperasi 100,0 0,00
27 Bahan pemahaman jumlah volume usaha Koperasi 71,43 28,57
28 Bahan pemahaman modal sendiri Koperasi 100,0 0,00
29 Bahan pemahaman modal dari luar Koperasi 100,0 0,00
Rata-rata 87,68 12,32

Sumber : hasil pengolahan data primer, 2009




Table 4.2 menjelaskan bahwa upaya pemahaman berKoperasi terhadap pengurus 100
persen paham. Upaya pemahaman berKoperasi terhadap pengawas 85,71 persen paham
sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan
karyawan 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman
berKoperasi terhadap kelompok strategis 71,43 persen paham sedangkan 28,57 persen tidak
paham. Upaya pemahaman pengurus mengenai pengertian Koperasi 71,43 persen paham
sedangkan 28,57 persen tidak paham. Upaya pemahaman mengenai tujuan Koperasi 85,71
persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman mengenai organisasi
Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman
mengenai tata cara pendirian Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak
paham. Upaya pemahaman mengenai tata cara pembubaran Koperasi 85,71 persen paham
sedangkan 14,29 persen tidak paham.

Upaya pemahaman permodalan Koperasi 71,43 persen paham sedangkan 28,57
persen tidak paham. Upaya pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi 100 persen
paham. Upaya pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi 100 persen paham. Upaya
pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi 100 persen paham. Upaya
pemahaman mengenai hak dan kewajiban Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29
persen tidak paham. Upaya pemahaman usaha Koperasi 85,71 persen paham sedangkan
14,29 persen tidak paham.

Upaya pemahaman pembukuan Koperasi 85,71 persen saham sedangkan 14,29
persen tidak paham. Upaya pemahaman SHU Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29
persen tidak paham. Upaya pemahaman SHU Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29
persen tidak paham. Upaya pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi 85,71 persen
paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman SHU pengawas Koperasi
85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham.

Upaya pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 85,71 persen
paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya pemahaman pembagian SHU manajer
dan karyawan Koperasi 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya
pemahaman Koperasi primer 85,71 persen paham sdangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya
pemahaman sekunder 85,71 persen paham sedangkan 14,29 persen tidak paham. Upaya
pemahaman gerakan Koperasi 100 persen paham. Upaya pemahaman volume usaha
Koperasi 71,43 persen paham sedangkan 28,57 persen tidak paham. Upaya pemahaman
modal sendiri Koperasi 100 persen paham. Upaya pemahaman modal dari luar Koperasi 100
persen paham.

4.3. Bahan Yang Digunakan untuk Pemahaman BerKoperasi

Bahan yang digunakan dalam memberikan pemahaman mengenai kehidupan
berKoperasi sangat menentukan. Jenis dan bahan yang memadai akan lebih cepat memproses
pemahaman kehidupan berKoperasi . Ada baiknya jika bahan yang digunakan tidak tepat dan
jumlahnya kurang akan menentukan pula dalam penerimaan proses pemahaman. Bahan yang



digunakan akan lebih memperjelas dan mempercepat proses penerimaan pesan yang
disampaikan, sehingga masyarakat akan lebih cepat menerima dan memahaminya. Bahan
yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi disajikan pda table 4.3.

Table 4.3 bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi

Persentase
No Kategori
Paham Tidak
Paham
1 Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap pengurus 100,00 0,00
2 Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap 85,71 14,29
pengawas
3 Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap manajer 85,71 14,29
dan karyawan
4 Melakukan pemahaman berkopearasi  terhadap 71,43 28,57
kelompok strategis
5 Melakukan pemahaman berKoperasi terhadap 71,43 28,57
pengertian Koperasi
6 Melakukan pemahaman tujuan Koperasi 85,71 14,29
7 Melakukan pemahaman organisasi Koperasi 85,71 14,29
8 Melakukan pemahaman badan hukum Koperasi 100,00 0,00
9 Melakukan pemahamn tata cara pendirian Koperasi 85,71 14,29
10 Melakukan pemahaman tata cara pembubaran Koperasi 85,71 14,29
11 Melakukan pemahaman permodalan Koperasi 71,43 28,57
12 Melakukan pemahaman hak dan kewajiban pengurus 100,00 0,00
Koperasi
13 Melakukan pemahaman hak dan kewajiban pengawas 100,00 0,00
Koperasi
14 Melakukan pemahaman hak dan kewajiban manajer dan 100,00 0,00
karyawan Koperasi
15 Melakukan pemahaman hak dan kewajiban anggota 85,71 14,29
Koperasi
16 Melakukan pemahaman usaha Koperasi 85,71 14,29
17 Melakukan pemahaman pembukuan Koperasi 85,71 14,29
18 Melakukan pemahaman SHU Koperasi 85,71 14,29
19 Melakukan pemahaman pembagian SHU 85,71 14,29
20 Melakukan pemahaman pembagian SHU pengurus 85,71 14,29
Koperasi
21 Melakukan pemahaman pembagian SHU pengawas 85,71 14,29
Koperasi
22 Melakukan pemahaman pembagian SHU manajer dan 85,71 14,29
karyawan Koperasi
23 Melakukan pemahaman pembagian SHU anggota 85,71 14,29
Koperasi
24 Melakukan pemahaman Koperasi primer 85,71 14,29
25 Melakukan pemahaman Koperasi sekunder 85,71 14,29
26 Melakukan pemahaman gerakan Koperasi 85,71 14,29
27 Melakukan pemahaman jumlah volume usaha Koperasi 100,0 0,00
28 Melakukan pemahaman modal sendiri Koperasi 71,43 28,57




29 Melakukan pemahaman modal dari luar Koperasi 100,0 0,00

Rata-rata 87,19 12,81

Sumber : hasil pengolahan data primer, 2009

Table 4.3 menjelaskan bahan pemahaman berKoperasi yang di gunakan kepada
pengurus 100 ada. Bahan pemahaman berKoperasi yang digunakan kepdaa pengawas 85,71
persen adadan 14,29 persen tidak ada. Bahan pemahaman berKoperasi yang digunakan
kepada manajer dan karyawan 85,71 persen ada dan 14,29 persen tidak ada. Bahan
pemahaman berKoperasi yang digunakan kepada kelompok strategis 71,43 persen ada dan
28,57 persen tidak ada. Bahan pemahaman pengurus mengenai pengertian Koperasi 71,43
persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Bahan yang digunakan unutuk pemahaman
berKoperasi mengenai pengertian Koperasi 85,71 persen ada dan 14,29 persen tidak ada.
Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mnegenai organisasi Koperasi 85,71
persen ada dan 14,29 eprsen tidak ada.

Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pemahaman badan
hukum Koperasi 100 persen ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi
mengenai pemahaman tata cara pendirian Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29
persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai
pemahaman tata cara pembubaran berKoperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen
tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pemahaman
permodalan Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Bahan yang
digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai hak dan kewajiban pengurus Koperasi
100 persen ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai hak dan
kewajiban pengawas Koperasi 100 persen ada.

Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai hak dan kewajiban
manajer dan karyawan Koperasi 100 persen ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman
berKoperasi mengenai hak dan kewajiban angoota Koperasi 85,71 persen ada sedangkan
14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai
usaha Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan
untuk pemahaman berKoperasi mengenai pembukuan Koperasi 85,71 persen ada sedangkan
14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai
pembagian SHU Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang
digunakan unutk pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU pengurus Koperasi
85,71 persen ada.

Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU
pengawas Koperasi 85,71 persen sudah ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang
digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan
Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk
pemahaman berKoperasi mengenai pembagian SHU anggota Koperasi 85,71 persen ada
sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi
mengenai Koperasi primer 85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada.



Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai Koperasi sekunder
85,71 persen ada sedangkan 14,29 persen tidak ada. Bahan yang digunakan unutk
pemahaman berKoperasi mengenai gerakan Koperasi 85,71 persen ada sedangkan 14,29
persen tidak ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai volume
usaha 100 persen ada. Bahan yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai
modal sendiri Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Bahan yang
digunakan untuk pemahaman berKoperasi mengenai modal dari luar Koperasi .

4.4. Biaya Yang Digunakan untuk Pemahaman BerKoperasi

Ketersediaan biaya yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi disajikan
pada table 4.4

Tabel 4.4 ketersediaan biaya yang digunakan unutk pemahaman berKoperasi

Persentase
No Kategori
Tersedia Tidak
Tersedia
1 Biaya pemahaman berKoperasi terhadap pengurus 71,43 28,57
2 Biaya pemahaman berKoperasi terhadap pengawas 71,43 28,57
3 Biaya pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan 57,14 42,86
karyawan
4 Biaya pemahaman berkopearasi terhadap kelompok strategis 71,43 28,57
5 Biaya pemahaman berKoperasi terhadap pengertian Koperasi 71,43 28,57
6 Biaya pemahaman tujuan Koperasi 71,43 28,57
7 Biaya pemahaman organisasi Koperasi 71,43 28,57
8 Biaya pemahaman badan hukum Koperasi 71,43 28,57
9 Biaya pemahamn tata cara pendirian Koperasi 71,43 28,57
10 Biaya pemahaman tata cara pembubaran Koperasi 71,43 28,57
11 Biaya pemahaman permodalan Koperasi 71,43 28,57
12 Biaya pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi 71,43 28,57
13 Biaya pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi 71,43 28,57
14 Biaya pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan 71,43 28,57
Koperasi
15 Biaya pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi 71,43 28,57
16 Biaya pemahaman usaha Koperasi 71,43 28,57
17 Biaya pemahaman pembukuan Koperasi 71,43 28,57
18 Biaya pemahaman SHU Koperasi 71,43 28,57
19 Biaya pemahaman pembagian SHU 71,43 28,57
20 Biaya pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi 71,43 28,57
21 Biaya pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi 71,43 28,57
22 Biaya pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan 71,43 28,57
Koperasi
23 Biaya pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi 71,43 28,57
24 Biaya pemahaman Koperasi primer 28,57 71,43
25 Biaya pemahaman Koperasi sekunder 42,86 57,14
26 Biaya pemahaman gerakan Koperasi 42,86 57,14
27 Biaya pemahaman jumlah volume usaha Koperasi 71,43 28,57
28 Biaya pemahaman modal sendiri Koperasi 71,43 28,57
29 Biaya pemahaman modal dari luar Koperasi 71,43 28,57




| | Rata-rata | 87,19 | 12,81

Sumber : pengolahan data primer 2009

Tabel 4.4 menjelaskan ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi terhadap
pengurus 71,43 persen tersedia sedangkan 28,75 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya
unutk pemahaman berKoperasi terhadap pengawas 71,43 persen tersedia sedangkan 28,75
persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi terhadap manajer
dan karyawan 57,14 persen tersedia sedangkan 42,86 persen tidak tersedia. Ketersediaan
biaya untuk pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis 57,14 persen tersedia
sedangkan 42,86 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman berKoperasi
mengenai pengertian Koperasi 71,43 persen tersedia sedangkan 28,57 persen tidak tersedia.
Ketersediaan biaya unutk pemahaman berKoperasi mengenai tujuan Koperasi 71,43 persen
tersedia sedangkan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman
berKoperasi mengenai organisasi Koperasi 71,43 persen tersedia sedangkan 29,57 persen
tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman badan hukum Koperasi 71,43 persen
tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.

Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengawas
Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk
pemahaman mengenai hak dan kewajiban manajer dan karyawan Koperasi 71,43 tersedia dan
28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya unutk pemahaman mengenai hak dan
kewajiban anggota Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.
Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai usaha Koperasi 71,43 persen tersedia dan
28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai pembukuan
Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.

Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai SHU Koperasi 71,43 persen tersedia
dan 38,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai pembagian
SHU Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya
untuk pemahaman mengenai pembagian pengurus Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57
persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya unutk pemahaman mengenai pembagian SHU
pengawas Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan untuk
pemahaman mengenai pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 71,43 persen
tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai
pembagian SHU anggota Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.

Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai Koperasi primer 28,57 persen
tersedia dan 71,43 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai
Koperasi sekunder 42,86 persen tersedia dan 57,14 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya
untuk pemahaman mengenai gerakan Koperasi 42,86 persen tersedia dan 57,14 persen tidak
tersedia. Ketersediaan biaya biaya untuk pemahaman mengenai volume usaha Koperasi 71,43
persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia. Ketersediaan biaya untuk pemahamn
mengenai modal sendiri Koperasi 71,43 persen tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.
Ketersediaan biaya untuk pemahaman mengenai modal dari luar Koperasi 71,43 persen
tersedia dan 28,57 persen tidak tersedia.



4.5,

Sarana Yang Digunakan untuk Pemahaman BerKoperasi

Sarana yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi terhadap pengurus Koperasi
disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 ketersediaan biaya yang digunakan untuk pemahaman berKoperasi

Persentase

No Kategori

Tersedia Tidak
Tersedia
1 Sarana pemahaman berKoperasi terhadap pengurus 71,43 28,57
2 Sarana pemahaman berKoperasi terhadap pengawas 71,43 28,57
3 Sarana pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan 71,43 28,57
4 Sarana pemahaman berkopearasi terhadap kelompok strategis 42,86 57,14
5 Sarana pemahaman berKoperasi terhadap pengertian Koperasi 71,43 28,57
6 Sarana pemahaman tujuan Koperasi 71,43 28,57
7 Sarana pemahaman organisasi Koperasi 71,43 28,57
8 Sarana pemahaman badan hukum Koperasi 71,43 28,57
9 Sarana pemahamn tata cara pendirian Koperasi 71,43 28,57
10 | Sarana pemahaman tata cara pembubaran Koperasi 57,14 28,57
11 | Sarana pemahaman permodalan Koperasi 71,43 28,57
12 | Sarana pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi 71,43 28,57
13 | Sarana pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi 71,43 28,57
14 | Sarana pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan 71,43 28,57
Koperasi

15 | Sarana pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi 71,43 28,57
16 | Sarana pemahaman usaha Koperasi 71,43 28,57
17 | Sarana pemahaman pembukuan Koperasi 71,43 28,57
18 | Sarana pemahaman SHU Koperasi 71,43 28,57
19 | Sarana pemahaman pembagian SHU 71,43 28,57
20 | Sarana pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi 71,43 28,57
21 | Sarana pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi 71,43 28,57
22 | Sarana pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 71,43 28,57
23 | Sarana pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi 71,43 28,57
24 | Sarana pemahaman Koperasi primer 42,86 57,14
25 | Sarana pemahaman Koperasi sekunder 42,86 57,14
26 | Sarana pemahaman gerakan Koperasi 28,57 71,43
27 | Sarana pemahaman jumlah volume usaha Koperasi 71,43 28,57
28 | Sarana pemahaman modal sendiri Koperasi 71,43 28,57
29 | Sarana pemahaman modal dari luar Koperasi 71,43 28,57
Rata-rata 66,50 33,50

terhadap pengurus Koperasi

Sumber : pengolahan data primer 2009

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa ketersediaan sarana untuk pemahaman berKoperasi

71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan




sarana untuk pemahaman berKoperasi terhadap pengawas Koperasi 71,43 persen ada dan
28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman berKoperasi terhadap
manajer dan karyawan Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 peren tidak ada. Ketersediaan
sarana untuk pemahaman berKoperasi terhadap kelompok strategis 57,14 persen tidak ada
dan 42,76 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pengurus mengenai pengertian Koperasi
71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana pemahaman pengertian
tujuan Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk
pemahaman pengertian organisasi Koperasi 71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada.

Ketersediaan sarana untuk pemahaman badan hukum Koperasi 71,43 persen ada dan
28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman tata cara pendirian Koperasi
71,43 persen ada dan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman tata
cara pembubaran Koperasi 57,14 persen ada sedangkan 42,86 persen tidak ada. Ketersediaan
sarana untuk pemahaman permodalan Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen
tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi
71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman
hak dan kewajiban pengawas Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada.
Ketersediaan sarana untuk pemahaman manajer dan karyawan Koperasi 71,43 persen ada
sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman hak dan kewajiban
anggota Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada.

Ketersediaan sarana untuk pemahaman usaha Koperasi 71,43 persen ada sedangkan
28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembukuan Koperasi 71,43
persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman SHU
Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk
pemahaman pembagian SHU Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada.
Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi 71,43 persen ada
sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembagian SHU
pengawas Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana
untuk pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan Koperasi 71,43 persen ada
sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman pembagian SHU
anggota Koperasi 71,43 persen ada sedangkan 28,57 persen tidak ada. Ketersediaan sarana
untuk pemahaman Koperasi primer 57,14 persen tidak ada sedangkan sedangkan 42,86
persen ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman Koperasi sekunder 57,14 persen tidak
ada sedangkan sedangkan 42,86 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman gerakan
Koperasi 71,43 persen tidak ada sedangkan 28,57 persen ada. Ketersediaan sarana untuk
pemahaman volume usaha Koperasi 71,43 persen tidak ada sedangkan 28,57 persen ada.
Ketersediaan sarana untuk pemahaman modal sendiri Koperasi 71,43 persen tidak ada
sedangkan 28,57 persen ada. Ketersediaan sarana untuk pemahaman modal modal dari luar
Koperasi 71,43 persen tidak ada sedangkan 28,57 persen ada.

4.6. Tenagayang digunakan untuk pemahaman berKoperasi



Ketersediaan tenaga kerja untuk melakukan pemahaman mengenai kehidupan
berKoperasi menentukan cepat dan lampatnya proses pemahaman. Selain jumlah
ketersediaan tenaga kerja juga perlu diperhatikan mengenai kompetensinya baik mengenai
teknis, manajemen maupun kewirausahaan. Ketersediaan tenaga yang digunakan untuk
pemahaman berKoperasi disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 ketersediaan sarana pemahaman berKoperasi

Persentase

No Kategori

Tersedia Tidak
Tersedia
1 Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap pengurus 100,00 0,00
2 Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap pengawas 100,00 0,00
3 Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap manajer dan karyawan 100,00 0,00
4 Tenaga pemahaman berkopearasi terhadap kelompok strategis 85,71 14,29
5 Tenaga pemahaman berKoperasi terhadap pengertian Koperasi 100,00 0,00
6 Tenaga pemahaman tujuan Koperasi 100,00 0,00
7 Tenaga pemahaman organisasi Koperasi 100,00 0,00
8 Tenaga pemahaman badan hukum Koperasi 100,00 0,00
9 Tenaga pemahamn tata cara pendirian Koperasi 100,00 0,00
10 | Tenaga pemahaman tata cara pembubaran Koperasi 85,71 14,29
11 | Tenaga pemahaman permodalan Koperasi 100,00 0,00
12 | Tenaga pemahaman hak dan kewajiban pengurus Koperasi 100,00 0,00
13 | Tenaga pemahaman hak dan kewajiban pengawas Koperasi 100,00 0,00
14 | Tenaga pemahaman hak dan kewajiban manajer dan karyawan | 100,00 0,00
Koperasi
15 | Tenaga pemahaman hak dan kewajiban anggota Koperasi 100,00 0,00
16 | Tenaga pemahaman usaha Koperasi 100,00 0,00
17 | Tenaga pemahaman pembukuan Koperasi 100,00 0,00
18 | Tenaga pemahaman SHU Koperasi 85,71 14,29
19 | Tenaga pemahaman pembagian SHU 85,71 14,29
20 | Tenaga pemahaman pembagian SHU pengurus Koperasi 85,71 14,29
21 | Tenaga pemahaman pembagian SHU pengawas Koperasi 85,71 14,29
22 | Tenaga pemahaman pembagian SHU manajer dan karyawan 85,71 14,29
Koperasi

23 | Tenaga pemahaman pembagian SHU anggota Koperasi 85,71 14,29
24 | Tenaga pemahaman Koperasi primer 57,14 42,86
25 | Tenaga pemahaman Koperasi sekunder 71,43 28,57
26 | Tenaga pemahaman gerakan Koperasi 57,14 42,86
27 | Tenaga pemahaman jumlah volume usaha Koperasi 100,00 0,00
28 | Tenaga pemahaman modal sendiri Koperasi 100,00 0,00
29 | Tenaga pemahaman modal dari luar Koperasi 100,00 0,00
Rata-rata 91,26 8,74

4.7. Metode Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota
Kelompok Strategis



Metode Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok
Strategis disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Metode Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok

Strategis
Persentase (%)

No Metode yang Sangat Setuju Kurang Tidak Sangat
digunakan Setuju Setuju Setuju Tidak

Setuju

1 | Tanyajawab 42,86 57,14 0,00 0,00 0,00
2 | Ceramah 14,29 85,71 0,00 0,00 0,00
3 | Diskusi 14,29 57,14 28,57 0,00 0,00
4 | Studi kasus 14,29 71,43 14,29 0,00 0,00
5 Pemeranan 0,00 71,43 14,29 14,29 0,00
6 | Tatap muka 0,00 85,71 14,29 0,00 0,00
7 Kunjungan kerja 0,00 14,29 85,71 0,00 0,00
8 | Magang 42,86 42,86 0,00 14,29 0,00
9 Anjangsana 14,29 71,43 0,00 0,00 14,29
10 | Studi lapangan 0,00 71,43 28,57 0,00 0,00
11 | Sarasehan 28,57 42,86 28,57 0,00 0,00
12 | Pertemuan berkala 0,00 85,71 0,00 0,00 14,29
13 | Sambung rrasa 0,00 57,14 28,57 14,29 0,00
14 | Bussines games 0,00 85,71 14,29 0,00 0,00
15 | Belajar bekerja (learning by 0,00 85,71 0,00 0,00 14,29

doing)
16 | Getok tular 0,00 57,14 28,57 0,00 14,29
17 | Kemampuan membaca | 57,14 28,57 0 14,29 57,14
(reading assignment)

Rata-rata 10,09 61,34 20,17 4,20 3,36

Sumber : pengolahan data primer 2009

Berdasarkan Tabel 4.7 pemahaman berKoperasi dengan menggunakan mode Tanya
jawab 57,14 persen setuju, sedangkan 42,14 persen sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode Tanya jawab secara keseluruhan
disetujui.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode ceramah 74,71 persen setuju,
sedangkan 14,29 persen sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi
dengan menggunakan metode ceramah secara keseluruhan disetu;ji.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode diskusi 57,14 persen setuju,
sdangkan 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan
metode diskusi kurang disetujui sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode diskusi masih bervariasi.



Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode studi kasus 71,43 persen
setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode peranan kurang
disetujui sebanyak 14,29 persen, bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan
metode pemeranan tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunujukkan bahwa
pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode pemeranan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode tatap muka 85,71 persen
setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode tatap muka kurang
disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukjan bahwa pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan metode tatap muka masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode tatap muka 85,71 persen
setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi menggunakan metode kunjungan kerja sangat
setuju sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemahaman
berKoperasi dengan menggunakan metode kunjungan kerja sudah disetujui.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode magang sebanyak 42,86
persen sangat setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode
magang sebanyak 42,86 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan meggunakan
metode magang tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahman
berKoperasi dengan menggunakan magang masih bervariasi.

Pemahman berKoperasi dengan menggunakan metode anjangsana sebanyak 71,43
peren setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode anjangsana
sebanyak 14,29 persen sanagat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan metode anjangsana sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode anjangsana
masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode studi lapangan 71,43 persen
setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode studi lapangan tidak
disetujui sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi
dengan menggunakan studi lapangan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sarasehan sebanyak 42,86
persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sarasehan
sebanyak 28,57 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan
metode sarasehan kurang disetujui sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sarsehan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode pertemuan berkala sebanyak
85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode
pertemuan berkala sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode pertemuan berkala masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sambung rasa sebanyak
57,14 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode



sambung rasa kurang disetujui sebanyak 28,57 persen. Bahkan pemahaman berKoperasi
dengan menggunakan metode sambung rasa tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode sambung rasa
masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode bussines game sebanyak
85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode bussines
game kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
berKoperasi dengan menggunakan metode bussines game masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode belajar sambil bekerja
(learning by doing) sebanyak 85,71 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan metode belajar sambil bekerja (learning by doing) sangat tidak disetuhui
sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan belajar sambil bekerja (learning by doing) masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode getok tular sebanyak 57,14
persen setuju. Namun pemhaman berKoperasi dengan menggunakan metode getok tular
kurang disetujui sebanyak 28,14 persen, bahkan pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan metode getok tular sangat disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan getok tular masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode kemampuan membaca
(reading assignment) sebanyak 57,14 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan metode kemampuan membaca (reading assignment) kurang disetujui sebanyak
28,57 persen, bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan metode kemampuan
membaca (reading assignment) sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini
menunjukkan getok tular masih bervariasi.

48. Media Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota
Kelompok Strategis

Media Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok
Strategis disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel Media Pemahaman Koperasi untuk Petugas Lapangan/Pengurus/Anggota Kelompok Strategis

No Persentase (%)
Metode yang Sangat Setuju Kurang Tidak Sangat
digunakan Setuju Setuju Setuju Tidak
Setuju
1 Handout 42,86 42,86 14,28 0,00 0,00
2 Brosur 14,29 71,42 14,29 0,00 0,00
3 Leaflet 14,29 71,42 0,00 0,00 14,29
4 Booklet 0,00 71,43 28,57 0,00 0,00
5 Text book 14,29 71,42 14,29 0,00 0,00
6 Radio 28,57 57,14 14,29 0,00 0,00
7 Cassette, Video 14,29 42,86 28,56 0,00 14,29
Wayang kulit/'wayang golek 0,00 71,42 14,29 0,00 14,29
9 Ketoprak/wayang orang/sandiwara 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00
10 Lawakan 0,00 57,14 42,86 0,00 0,00
11 Sarasehan 0,00 85,71 14,29 0,00 0,00
12 Kelompok arisan 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00
13 PKK 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00




14 Kelompok tani 0,00 85,71 0,00 14,29 0,00
15 Bussines game 0,00 42,86 57,14 0,00 0,00
16 Belajar bekerja (learning by doing) 14,29 28,56 42,86 0,00 14,29
17 Getok tular 14,28 28,58 28,58 14,28 14,28
18 Kemampuan membaca (reading assignment) 0,00 28,57 42,85 14,29 14,29

Rata-rata 8,73 64,28 19,84 2,38 4,76

Berdasarkan Tabel 5.188 pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media
handout sebanyak 42,86 persen sangat setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan
menggunaan media handout sebanyak 42,86 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi
dengan menggunakan media handout kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media handout masih
bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media brosur sebanyak 71,42 persen
setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media brosur sebanyak
14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan mengggunakan media
brosur kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
berKoperasi dengan menggunakan media brosur masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media leaflet sebanyak 71,42 persen
setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media leaflet sebanyak
14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media
leaflet sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
berKoperasi dengan mengunakan media leaflet masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media booklet sebanyak 71,43 persen
setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media booklet kurang disetujui
sebanyak 28,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan media booklet masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media textbook sebanyak 71,42
persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media textbook
sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan
media textbook kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media textbook masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media radio sebanyak 57,14 persen
setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media radio sebanyak
28,57 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media
radio kurang disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
berKoperasi dengan menggunakan media radio masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi menggunakan media cassette, video sebanyak 42,86 persen
setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media cassette, video
sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan
media radio sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media cassette, video masih bervariasi.



Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media wayang kulit‘wayang golek
sebanyak 71,43 persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media
wayang kulit/wayang golek sangat tidak disetujui sebanyak 14,29 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media wayang kulit/wayang golek
masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media ketoprak/wayang
orang/sandiwara sebanyak 100 persen setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
berKoperasi dengan menggunakan media ketoprak/wayang orang/sandiwara secara
keseluruhan disetujui.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media lawakan sebanyak 57,14
persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media lawakan
sebanyak 57,14 persen kurang disetujui. Hal ini menunjukkkan bahwa pemahaman berKoperasi
dengan menggunakan media lawakan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media sarasehan sebanyak 85,71
persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media sarasehan
sebanyak 14,29 persen kurang disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa pemahman berKoperasi
dengan menggunakan media sarasehan masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kelompok arisan sebanyak 100
persen setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan
media kelompok arisan secara keseluruhan sudah seutju.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media PKK sebanyak 100 persen
setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media
PKK secara keseluruhan sudah setuju.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kelompok tani sebanyak 85,71
persen setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kelompok tani
sebanyak 14,29 persen kurang disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi
dengan menggunakan media kelompok tani masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media bussines game sebanyak 57,14
persen kurang setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media bussines
game sebanyak 42,86 persen setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi
dengan menggunakan media busisines game masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media belajar bekerja (lerarning by
doing) sebanyak 42,86 persen kurang setuju, bahkan pemahaman berKoperasi menggunakan
media belajar bekerja (learning by doing) sebanyak 14,29 persen sangat tidak setuju. Namun
pemahaman berKoperasi dengan menggunakan belajar bekerja sebanyak 28,56 persen setuju,
sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media belajar bekerja (learning by
doing) sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
berKoperasi dengan menggunakan media belajar bekerja (learning by doing) masih bervariasi.



Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media getok tular sebanyak 28,57
persen setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media getok tular
sebanyak 14,29 persen sangat setuju. Namun pemahaman berKoperasi dengan menggunakan
getok tular sebanyak 28,57 persen kurang setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan media getok tular sebanyak 14,29 persen tidak setuju. Bahkan pemahaman
berKoperasi dengan menggunakan getok tular sebanyak 14,29 persen sangat tidak setuju. Hal
ini menunjukkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media getok tular
masih bervariasi.

Pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kemampuan membaca (reading
assignment) sebanyak 42,86 kurang setuju, sedangkan pemahaman berKoperasi dengan
menggunakan media kemampuan membaca (reading assignment) 14,29 persen kurang
disetujui. Bahkan pemahaman berKoperasi dengan menggunakan media kemampua membaca
(reading assignment) sebanyak 14,29 persen sangat tidak disetujui. Namun pemahaman
berKoperasi dengan menggunakan media kemampuan membaca (reading assignment) 25,57
persen setuju. Hal ini menggambarkan bahwa pemahaman berKoperasi dengan menggunakan
media kemampuan membaca (reading assignment) masih bervariasi.



BAB V
PEMAHAMAN DALAM KEHIDUPAN BERKOPERASI

Koperasi merupakan bentuk khusus dari organisasi swadaya yang memiliki berbagai
pengertian. Secara umum pengertian Koperasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari
pandangan kaum nominalis (economic sense) dan kaum essensialis (legal sense). Pandangan
kaum nominalis, Koperasi merupakan organisasi yang didasarkan pada hasil melaksanakan
proses metode ilmiah ekonomi modern, sedangkan pandangan kaum essensialis
berpandangan bahwa Koperasi merupakan organisasi yang didasari oleh undang-undang,
norma-norma dan nilai-nilai (Muenkner 1989 : 42).

Pengertian Koperasi yang diakui secara internasional pada konferensi buruh
internasional pada tahun 1966 dalam muenkner (1989 : 44), bahwa Koperasi merupakan suatu
perkumpulan orang yang secara sukarela bergabung dalam Koperasi guna mencapai tujuan
bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang dikontrol secara demokratis, membayar
iuran yang sama jumlahnya guna memenuhi kebutuhan modal dan menanggung risiko dan
memperoleh manfaat yang memadai bagi para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi
dalam perkumpulan tersebut.

Hanel (2005 : 38) menyatakan bahwa Koperasi merupakan lembaga atau organisasi-
organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya yang memenuhi criteria
sebagai berikut :

1) Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya
memiliki suatu kepentingan atau tujuan yang sama (kelompok Koperasi )
2) Anggota-anggota kelompok Koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya

yaitu memeperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha bersama dan
saling membantu (swadaya dari kelompok Koperasi ).

3) Sebagai instrument untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan
dibina secara bersama (perusahaan Koperasi)
4) Perusahaan Koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota

kelompok Koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang
dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya. (prinsip promosi anggota).

Selanjutnya Muenkner (1989 :97) menyatakan bahwa karakteristik dasar dari organisasi
Koperasi adalah :

1) Kesukarelaan untuk bekerja sama, hal ini dapat berarti tidak ada keanggotaan yang
bersifat keharusan secara tidak langsung atau secara bersyarat.

2) Kesamaan hak dan kewajiban

3) Kebebasan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan individu.

Menurut lbnoe Soedjono (1997 : 165), Koperasi merupakan sistem ekonomi yang
syarat dengan nilai dan menganut motif pelayanan. Koperasi menganut kewirausahaan.



Kewirausahaan dan kewiraKoperasi an adalah serupa, tetapi tidak sama. Keduanya
menggabungkan keterampilan manajemen dan pengetahuan bisnis dengan kreativitas dan
inovasi. Akan tetapi kewiraKoperasi an terikat pada asas, prinsip-prinsip dan motif perKoperasi
an yang harus diterjemahkan secara konsisten dan operasional.

Ropke (2003 : 18) menjelaskan bahwa karakteristik fungsional dasar Koperasi adalah
identitas ganda, yaitu identitas personal antara pemilik dan pelanggan. Identitas ganda ini dapat
membedakan suatu Koperasi dengan organisasi bisnis lainnya. Perusahaan Koperasi dimiliki
oleh anggota yang juga para pemakai. Fakta ini membedakan Koperasi dengan perusahaan
lain yaitu pemiliknya para investor.

Koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi, karena menyangkut berbagai unsur
yang disatukan, sehingga menjadi satu kesatuan yang komplek.

Pengertian Koperasi yang menekankan pda unsur swadaya tercantum dalam pasal 828
kitab undang-undang hukum swis dalam muenkner (1989 : 46) yaitu bahwa perkumpulan
Koperasi merupakan badan hukum perusahaan yang beranggotakan orang-orang dengan
keanggotaan berubah-ubah, dan perkumpulan tersebut tunduk pada hukum dagang dengan
tujuan pokok menjamin peningkatan kepentingan ekonomi tertentu bagi para anggotanya
berdasarkan atas tolong-menolong.

Undang-undang perKoperasi an no. 25 tahun 1992 pasal 1 berbunyi bahwa “Koperasi
merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi
dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pemahaman mengenai pengertian Koperasi
masih bervariasi, masih banyak yang menganggap bahwa Koperasi adalah organisasi sosial
yang banyak disponsori oleh pemerintah. Padahal Koperasi merupakan badan usaha milik
Negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta. Namun demikian pada badan usaha Koperasi
dalam operasionalnya harus melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi tanpa menghilangkan jari
diri Koperasi .

5.1. Pengertian Koperasi

Pemahaman mengenai pengertian Koperasi disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. pemahaman pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota mengenai
pengertian kopeasi

No Kategori Pembina Pengurus Pengawas Manajer Anggota
1 Sangat Paham 57,14 29,41 29,41 17,65 23,53
2 Paham 42,86 70,59 58,82 58,82 35,29
3 Kurang Paham 0,00 0 11,76 23,53 41,18
4 Tidak Paham 0,00 0 0 0,00 0,00
5 Sangat Tidak Paham 0,00 0 0 0,00 0,00




| | Jumlah | 100,00 | 100,00 | 100,00 [ 10000 | 100,00 |

Berdasarkan Tabel 4.1 bahwa pembina/penyuluh sebagian besar yaitu 57,14 persen
telah sangat sangat memahami dan 42,86 persen telah paham mengenai pengertian Koperasi .
Hal ini menunjukkan bahwa pengertian Koperasi telah dipahamai oleh para pembina/penyuluh
Koperasi .

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,41 persen telah pahammengenai
pengertian Koperasi, sedangkan yang sangat memahami pengertian Koperasi sebanyak 29,41
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian Koperasi telah dipahami oleh pengurus
Koperasi telah dipahami oleh para pengurus Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai
pengertian Koperasi, sedangkan yang sangat memahami pengertian Koperasi sebanyak 29,41
persen. Namun demikian masih ada sebesar 11,76 persen pegawai Koperasi yang kurang
paham mengenai pengertian Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas
dalam pemahaman pengertian Koperasi bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai pengertian
Koperasi , sedangkan yang sangat memahami pengertian Koperasi sebanyak 17,56 persen.
Namun demikian masih ada sebesar 23,53 persen manajer Koperasi yang kurang paham
mengenai pengertian Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer dalam
pemahaman pengertian Koperasi bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 41,18 persen kurang paham mengenai
pengertian Koperasi , sedangkan yang paham pengertian Koperasi sebanyak 35,29 persen.
Sedangkan anggota Koperasi yang sangat memahami pengertian Koperasi hanya 23,53
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer dalam pemahaman pengertian
Koperasi bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 41,18 persen kurang paham mengenai
pengertian Koperasi , sedangkan yang paham pengertian Koperasi sebanyak 35,29 persen.
Sedangkan anggota Koperasi yang sangat memahami pengertian Koperasi hanya 23,53
persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota Koperasi dalam pemahaman
pengertian Koperasi masih bervariasi.

5.2.  Pemahaman Mengenai tujuan Koperasi

Pemahaman mengenai tujuan koperais disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2 Pemahaman pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota mengenai tujuan
Koperasi

No Kategori Pembina Pengurus Pengawas Manajer Anggota

1 Sangat Paham 42,86 23,53 23,53 29,41 17,65

2 Paham 42,86 76,47 64,71 52,94 58,82

3 Kurang Paham 0,00 0,00 11,76 17,65 23,53

4 Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Berdasarkan Tabel 5.2 bahwa pembina/penyuluh sebagian besar telah sangat paham
dan paham mengenai tujuan Koperasi yaitu masing-masing 42,86 persen. Namun demikian
masih ada sebanyak 14,29 persen pembina/penyuluh yang masih kurang paham mengenai
tujuan Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pembina/penyuluh dalam
pemahaman mengenai tujuan Koperasi masih bervariasi.

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai tujuan
Koperasi , sedangkan pengurus yang sangat paham mengenai tujuan Koperasi sebanyak
23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan bahwa pengurus Koperasi telah
memahami mengenai tujuan Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai tujuan
Koperasi , sedangkan pengawas yang sangat paham mengenai tujuan Koperasi sebanyak
23,53 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 11,76 persen pengawas Koperasi yang
kurang memahami tujuan Koperasi . Hal ini menunjukkan bahwa pengawas dalam pemahaman
tujuan Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai tujuan
Koperasi , sedangkan manajer yang sangat paham mengenai tujuan Koperasi sebanyak 29,94
persen. Namun demikian masih ada sebanyak 17,65 persen manajer Koperasi yang kurang
memahami tujuan Koperasi . hal ini menunjukkan bahwa pengawas dalam pemahaman tujuan
Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besara yaitu 58,82 persen telah paham mengenai tujuan
Koperasi , sedang anggota Koperasi yang sangat paham mengenai tujuan Koperasi sebanyak
17,65 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 23,53 persen anggota Koperasi yang
kurang memahami tujuan Koperasi . hal ini menunjukkan bahwa anggota Koperasi dalam
pemahaman tujuan Koperasi masih bervariasi. Untuk lebih jelasnya mengenai pemahaman
pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota mengenai tujuan disajikanpada
gambar 5.3.

5.3. Pemahaman Mengenai Organisasi Koperasi

Pemahaman mengenai organisasi Koperasi disajikan pada Tabel 5.3

Tabel 5.3 pemahaman pembina/penyuluh, pengurus, pengawas, manajer dan anggota mengenai
organisasi Koperasi .

No Kategori Pembina | Pengurus | Pengawas Manajer Anggota

1 Sangat Paham 42,86 23,53 29,41 17,65 5,88

2 Paham 57,14 76,47 58,82 47,06 70,59

3 Kurang Paham 0,00 0,00 11,76 29,41 17,65

4 Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88

5 Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009




Pembina/penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 57,14 persen telah paham mengenai
organisasi Koperasi , sedangkan pembina/penyuluh yang sangat paham mengenai organisasi
Koperasi sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembina/penyuluh telah
memahami mengenai organisasi Koperasi .

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai
organisasi Koperasi , sedangkan penngurus yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi
sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus Koperasi telah memahami
mengenai organisasi Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai
organisasi Koperasi , sedangkan pengawas yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi
sebanyak 29,41 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 11,76 persen pengawas
Koperasi yang masih kurang paham mengenai organisasi Koperasi . hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman pengawas mengenai organisasi Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai organisasi
Koperasi , sedangkan manajer yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi sebanyak
17,65 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 29,41 persen manajer koperapsi yang
masih kurang paham mengenai organisasi Koperasi .Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
manajer mengenai organisasi Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai organisasi
Koperasi , sedangkan anggota yang sangat paham mengenai organisasi Koperasi sebanyak
5,88 persen. Namun demikian masih ada sebanyak 17,65 persen anggota Koperasi yang
masih kurang paham mengenai organisasi Koperasi dan bahkan ada 5,88 persen anggota
Koperasi yang tidak paham mengenai organisasi Koperasi . hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman manajer mengenai organisasi Koperasi masih bervariasi.

5.4. Pemahaman mengenai tata cara pendirian Koperasi

1. Persiapan Pembentukan

Anggota masyarakat yang akan mendirikan Koperasi harus mengetrti maksud dan
tujuan berKoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi untuk
meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota. Pada dasarnya
Koperasi dibentuk dan didirikan berdasarkan kepentingan ekonomi. Agar orang-orang yang
akan mendirikan Koperasi memperoleh pengetian, maksud, tujuan, struktur organisasi,
manajemen, prinsip-prinsip Koperasi , dan prospek pengembangan koeprasi, dan prospek
pengembangan Koperasi nya, maka mereka dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta
latihan dari Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat.



2. Rapat Pembentukan

Proses pendirian sebuah Koperasi diawali dengan penyelenggaraan Rapat Pendirian
Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada saat itu mereka harus
menyusun anggaran dasar, menentukan jenis Koperasi dan keanggotaannya sesuai dengan
kegiatan usaha Koperasi yang akan dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan
neraca awal Koperasi . Dasar penentuan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas,
kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP),
Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.

Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam berita
acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar Koperasi .

a. Rapat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh seorang/beberapa

orang pendiri Koperasi .

1). Pendirian adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan Koperasi dan
telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota.

2). Kuasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus
ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai pengurus Koperasi untuk
menandatangani akta anggaran dasar dan memproses pengajuan Badan Hukum
kepada Pemerintah.

b. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka pejabat departemen
Koperasi , pengusaha kecil dan menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat
diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-
petunjuk seperlunya.

3. Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat
a. Tujuan mendirikan Koperasi
b. Kegiatan usaha yang hendak dijalankan
c.  Persyaratan menjadi anggota
d. Menetapkan modal yang akan disetor kepada Koperasi diantaranta dari simpanan

pokok dan simpanan wajib
e.  Memilih nama-nama pendiri Koperasi
f. Memilih nama-nama pengurus dan pengawas Koperasi
g. Menyusun anggaran dasar

4, Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Permohonan disampaikan kepada : kepala dinas Koperasi pengusaha kecil dan
menengah kabupaten/kota.



5.

Lampiran Permohonan
Koperasi Primer tidak memiliki unit usaha simpan pinjam.

a.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Dua rangkap akta pendirian Koperasi , satu diantaranya bermaterai cukup
Berita acara pembentukan Koperasi

Surat bukti penyetoran modal

Neraca awal kegiatan usaha

Rencana kerja awal kegiatan usaha

Daftar hadir rapat pembentukan

Foto copy KTP masing-masing anggota mandiri

Primer Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam.

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

Dua rangkap akta pendirian Koperasi , satu diantaranya bermaterai cukup
Berita acara pembentukan Koperasi
Surat bukti penyetoran modal
a). neraca awal khusus unit simpan pinjam per.....
b). neraca awal kegiatan usaha non simpan pinjam
a). rencana kerja awal kegiatan usaha non simpan pinjam
b). rencana awal kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:
¢ rencana penghimpunan dana simpanan
¢ rencana pemberian pinjaman
¢ rencana penghimpunan modal sendiri
¢ rencana modal pinjaman
¢ rencana pendapatan dan beban
¢ rencana di bidang organisasi dari sumber daya manusianya
Daftar hadir rapat pembentukan
Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan manajer unit simpan
pinjam
Daftar sarana kerja yang telah disiapkan
Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan manager unit simpan pinjam

10) Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri

Koperasi Simpan Pinjam

Dua rangkap akta pendirian Koperasi , satu diantaranya bermaterai cukup
Berita acara dapat pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

Surat bukti penyetoran modal sendiri sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,-
Neraca awal per tanggal pendirian Koperasi

Rencana awal kegiatan usaha meliputi:

a.

®ooo

1).
2).
3).
4).
5).
6).

Rencana penghimpunan dana simpanan

Rencana pemberian pinjaman

Rencana penghimpunan modal sendiri

Rencana modal pinjaman

Rencana pendapatan dan beban

Rencana dibidang organisasi dan sumber daya manusianya.

Daftar hadir rapat pembentukan



g. Nama dan riwayat hidup calon pengelola/manajer dengan lampiran
1). Sertifikat pelatihan simpan pinjam dan atau keterangan pernah mengikuti
magang di usaha simpan pinjam
2). Surat keterangan berkelakuan baik dari yang berwenang
3). Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus
sampai dengan derajat kesatuan
h. Daftar sarana kerja yang telah dipersiapkan
i. Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri.

Penerima Permohonan Oleh Pejabat

a. Para pendiri Koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian
secara tertulis kepada pejabat, dengan melampirkan:
1). 2(dua) rangkap akta pendirian Koperasi satu diantaranya bermaterai

cukup ( dilampiri Anggaran Dasar Koperasi ).

2). Berita acara rapat pembentukan
3). Surat bukti penyetoran modal
4). Rencana awal kegiatan usaha

b. Apabila permohonan dimaksud telah lengkap dan benar maka pemerintah
memberikan tanda terima, dan berkasnya segera diproses akan tetapi
apabila berkasnya belum lengkap dan belum benar permohonan dimaksud
dikembalikan untuk diperbaiki. Permohonan pengesahan akta pendirian
kepada pejabat, tergantung pada bentuk Koperasi yang didirikan dan
luasnya wilayah keanggotaan Koperasi yang bersangkutan, dengan
ketentuan sebagai berikut :

1) Kepala kantor departemen Koperasi pengusaha kecil dan menengah
kab/kota mengesahkan akta pendirian Koperasi yang anggotanya
berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota.

2) Kepala kantor dinas departemen Koperasi pengusaha kecil dan
menengah propinsi/DI mengesahkan akta pendirian Koperasi primer dan
sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah propinsi/DI yang
bersangkutan dan Koperasi primer yang anggotanya berdomisili di
beberapa propinsi/DI, namun Koperasi nya berdomisili di wilayah kerja
dinas yang bersangkutan.

3) Sekretaris jenderal departemen Koperasi pengusaha kecil dan
menengah (pusat) mengesahkan akta pendirian Koperasi sekunder yang
anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI.

c. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alas an enolakan
diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.



d. Mengenai penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat
mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
diterimanya penolakan.

e. Keputusan mengenai pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka
waktu paling lama 1(satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan
ulang.

f. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

8. Peneliti Permohonan Oleh Pejabat
a. Secara administratif.
b. Peneliti lapangan.

9. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pengesahan Akta pendirian Koperasi akan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya permintaan pengesahan dan akan diumumkan dalam berita Negara republic
Indonesia. (sesuai pasal 10 ayat 2 & 3 UU no.25 tahun 1992).

Dengan surat keputusan menteri Negara Koperasi pengusaha kecil dan menengah
yang ditanda tangani oleh kepala dinas Koperasi dan menengah yang ditanda tangani oleh
kepala dinas Koperasi pengusaha kecil dan menengah kabupaten/kota.

Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara republic Indonesia.

Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota Koperasi harus
mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti
bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota Koperasi tanpa adanya
kejelasan kegiatan aau kepentingan ekonominya.

Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama,
sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
Orang-orang yang akan mendirikan Koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu
tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata
maupun pidana. Usaha yang akan dilaksanakan oleh Koperasi harus layak secara ekonomi.
Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu
memberikan kemanfaatan ekonomi bagi anggotanya.

Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan oleh Koperasi . hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha Koperasi dapat segera
dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantun fasilitas dan pinjaman dari
pihak luar.

Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan
dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan Koperasi . perlu diperhatikan mereka
yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran,
kemampuan dan kepemimpinan, agar Koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki



kepengurusan yang handal. Penahaman mengenai tata cara pendirian Koperasi disajikan pada
Tabel 5.4

Tabel 5.4 pemahaman pembina/penyuluh, pengawas, manajer dan anggota mengenai tata cara

pendirian Koperasi

No Kategori Pembina Pengurus | Pengawas | Manajer | Anggota
1 Sangat Paham 42,86 29,41 11,76 17,65 17,65
2 Paham 57,14 58,82 76,47 58,82 52,94
3 Kurang Paham 0,00 0,00 11,76 17,65 17,65
4 Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76
5 Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00
Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pembina penyuluh Koperasi sebagian besar yaitu 57,86 persen telah paham mengenai
cara pendirian Koperasi , sedangkan pembina/penyuluh yang telah sangat paham mengenai
cara pendirian Koperasi sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pembina/penyuluh telah memahami cara-cara pendirian Koperasi .

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai cara
pendirian Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai cara pendirian
Koperasi sebanyak 42,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembina/penyuluh telah
memahami cara-cara pendirian Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai cara
pendirian Koperasi , sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai cara pendidikan
Koperasi sebanyak 11,76 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang peham
mengenai cara-cara pendirian Koperasi Yyaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman pengawas mengenai cara-cara pendirian Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai cara
pendirian Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai cara pendirian
Koperasi sebanyak 17,61 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham
mengenai cara-cara pendirian Koperasi yaitu sebanyak 17,61, bahkan ada manajer yang
masih sangat tidak paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 5,88 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai cara-cara pendirian Koperasi masih
bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai cara
pendirian Koperasi , sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai cara pendirian
Koperasi sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada anggota yang kurang paham
mengenai cara-cara pendirian Koperasi yaitu sebanyak 17,65, bahkan ada anggota yang
masih tidak paham mengenai cara pendirian Koperasi sebanyak 11,76 persen. Hal ini
menunjukkan bahwa pemahaman anggota mengenai cara-cara pendirian Koperasi masih
bervariasi.



5.5.

Pemahaman mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi

Koperasi tertinggi di dalam Koperasi adalah rapat anggota, hal ini sesuai dengan pasal

22 undang-undang perKoperasi an no. 25 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa:

(1)
(2)

Rapat anggota merupakan pemegan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi

Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran
dasar.

Pemahaman Pengurus,

Pengawas,

kekuasaan tertinggi Koperasi disajikan pada Tabel 5.5.

kekuasaan tertinggi Koperasi

Manajer dan Anggota mengenai

Tabel 5.5 Pemahaman Pengurus, Pengawas, Manajer dan Anggota mengenai pemegang

No Kategori Pengurus | Pengawas Manajer Anggota
1 Sangat Paham 52,94 52,94 29,41 23,53
2 Paham 47,06 29,41 52,94 52,94
3 Kurang Paham 0,00 17,65 17,65 17,65
4 Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 5,88

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00

pemegang

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah sangat paham mengenai
pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan anggota yang telah paham mengenai pemegang
kekuasaan tertinggi Koperasi sebanyak 47,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara
keseluruhan bahwa pengurus telah memahami mengenai pemegang kekuasaan tertinggi
Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94persen telah sangat paham mengenai
pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi , sedangkan pengawas yang telah paham mengenai
pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun demikian masih ada
pengawas yang kurang paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi yaitu
sebanyak 17,65. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai pemegang
kekuasaan tertinggi Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai pemegang
kekuasaan tertinggi Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai
pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi sebanyak 29,41 persen. Namun demikian masih ada
manajer yang kurang paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi vyaitu
sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai
pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi masih bervariasi. Pemahaman anggota mengenai
pemegang kekuasaan tertinggi disajikan pada Tabel.



Anggota Koperasi sebagian besar yaitun52,49 persen telah paham mengenai
kekuasaan tertinggi Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai
pemegang kekuasaan teringgi Koperasi senayak 23,53 persen. Namun demikian masih ada
anggota yang kurang paham mengenai pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi vyaitu
sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai
pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi masih bervariasi.

5.6 Pemahaman Mengenai Pengertian Anggota Koperasi

Angota Koperasi adalah orang-orang / badan hukum Koperasi yang mempunyai
kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi
aktif untuk mengembangkan usaha Koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam
Anggaran Dasar Koperasi serta terdaftar dalam buku daftar angota yang dapat menjadi
anggota Koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang :

a. Mampu melakukan tindakan hukum
b. Menerima landasan idiil,asa dan sendi dasar Koperasi
C. Sanggup dan bersedia melakukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku,

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan Koperasi yang lain.
Jenis-jenis anggota dalam Koperasi :
1. Anggota penuh

Anggota Koperasi yanng mempunyai hak suara, artinya telah memenuhi syarat-syarat
keanggotaan sesuai yangdi tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan telah membubuhkantanda tangannya dalam buku daftar angota.

2. Calon anggota

(a) Orang-orang atau Koperasi yang belum atau telah melunasi pembayaran
simpanan pokok, secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan
administrasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar,sehinga belum bisa
diterima sebagai anggota penuh.

Memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hakmemilih dan dipillih untuk menjadi
pengurus maupun pengawas. Memperoleh pelayanan yang sama dari Koperasi .

(b) Calon anggota mempunyai kewajiban :

Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan rapat anggota,
berpartisipasi dalam kegiatan usaha kopersi,mentaati ketentuan Angagran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan rapat anggota danketentuan lain
yang berlaku, memelihara nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi .



(© Ketentuan mengenai calon anggota harus diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga Koperasi .

Anggota yang dilayani

Warga masyarakat yang mendapat pelayanan secara teratur dari Koperasi dan
potensial menjadi anggota Koperasi , namun belum mengajukan permohonan menjadi
Koperasi .

Anggota luar biasa

€) Seseorang dapat menjadi anggota luar biasa dari suatu Koperasi bilamana yang
bersangkutan adalah warga negara yang mampu melakukan tindakan hukum
tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar Koperasi .

(b) Selain itu warga negara asing yang telah memiliki Kartu 1zin Menetap (KIM) yang
ingin mendapatkan pelayanan untuk menjadi anggota Koperasi dapat menjadi
anggota luar biasa.

(© Anggota luar biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak memilih
dan dipilih untuk menjadi pengurus dan pengawas.

(d) Anggota luatr biasa berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan
keputusan rapat anggota.

(e) Ketentuan mengenai anggota luar biasa harus dicantumkan dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi .

Persyaratan menjadianggota Koperasi seseorang harus memenuhi persyaratan umum

sebagai berikut :

a).
b).
C).

d).

Warga negara Indonesia
Mampu melakukan tindakan hukun (dewasa dan tidak berada dibawah perwakilan )

Menerima landasan idiil dan prinsip-prinsip Koperasi Koperasi (pasal 2 dan 5 UU No.25
Tahun 1992)

Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota sebagaimana
tercantum dalam UU Koperasi ,AD, ART serta peraturan lainnya.



9).
h).

Keanggotaan Koperasi tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain dalam /dengan
cara apapun.

Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat-syarat dalam
Anggaran Dasar dipenuhi.

Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha Koperasi
Telah melunasi Simpanan Pokok.

Keabsahan keanggotaan Koperasi dibuktikan dengan pencatatan dalam buku daftar

anggota pada masing-masing Koperasi yang bersangkutan.

Mengenai hak dan kewajiban bagi setiap anggota Koperasi adalah sama sehingga tidak

ada prioritas diantara para anggota, tidak ada yang di dahulukan baik sebagai anggota maupun
sebagai pengawas semuanya mempunyai hak dan kewajiban sama. Hak-hak sebagai anggota :

1).
2).
3).

4).

5).

6).

7.
8).

9).

Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota pengerus dan atau pengawas
Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar

Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar anggota baik diminta
atau tidak.

Memanfaatkan jasa Koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama
anggota.

Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam
anggaran dasar.

Mewajibkan pengurus untuk menjalankan kegiatan usaha
Menyetujui dan / atau mengubah anggaran dasar serta keterangan lainnya.

Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha-usaha Koperasi menurut
ketentuan dalam anggaran dasar.

Hak sebagai anggota Koperasi tidak dapat dipisahkan dengan kewajibannya.

Kewajiban sebagai anggota Koperasi :

(1)

(2)
3)

Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan lainyang telah
disepakati dalam rapat anggota.

Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan olehKoperasi .

Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkn atas asas kekeluargaan
antara lain dengan cara :



(@) Memberikan kritik dan saran pada pengurus baik di dalam maupun di luar rapat
anggota

(b) Memberikan dukungan sepenuhnya kepada pengurus dalam menjalankan
keputusan rapat anggota.

(4) Membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Waijib.

Tanggungan anggota adalah sesuatu kewajiban setiap anggota untuk menanggung atas
kerugian yang di alami oleh Koperasi dalam melaksanakan suatu program yang telah
diputuskan dalam rapat anggota. Kewajiban itu bisa ditunaikan pada tahun buku berjalan Atau
setelah diputuskan dalam rapat anggota atau ditunaikan dalam rangkai penyelesaian
pembuaran Koperasi . Ada 2 (dua) macam tanggungan anggota:

@) Tanggungan Terbatas :

Jumlah maksimum yang dibebankan atau yang diwajibkan pada setiap anggota untuk
menutup kerugian/membayar kerugian dimana jumlah tersebut telah ditetapkan dalam
anggaran dasar Koperasi .

(b) Tanggungan tidak terbatas :

Jumlah yang tidak terhingga yang dibebankan pada setiap anggota untuk menutup
kerugian/hutang sampai lunas.

Keanggotaan seseorang dalam Koperasi akan berakhir bila mana anggota yang
bersangkutan :

° Minta berhenti atas permintaan sendiri
. Diberhentikan
. Meninggal dunia

Apabila Koperasi bubar, maka keanggotaan seseorang dalam Koperasi tersebut
berakhir. Dalam hal Koperasi masih mempunyai hutang kepadapihak ketiga maka masing-
masing anggota berkewajiban menanggung sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran
dasar atau anggaran rumah tangga Koperasi yang bersangkutan, jika Koperasi tersebut masih
mempunyai sisa kekayaan setelah menyelesaikan hutang-hutangnya, maka anggota dapat
menerima pembagian sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran
rumah tangga. Pemahaman, Pengurus, Pengawas, Manajer dan Anggota Mengenai Pengertian
Anggota Koperasi disajikan pada Tabel 5.6



Tabel 5.6 Pemahaman, Pengurus dan Pengawas Mengenai Pengertian Anggota Koperasi .

No. Kategori Pengurus Pengawas Manajer
1. Sangat Paham 29,41 29,41 23,53
2. Paham 70,59 58,82 64,71
3. KurangPaham 0,00 11,76 11,76
4. Tidak Paham 0,00 0,00 0,00
5. Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00

Jumlah 100,00 100,00 100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai
pengertian anggota Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai
pengertian anggota Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara
keseluruhan pengurus telah memahami mengenai pengertian anggota Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai
pengertian anggota Koperasi . Sedangkan pengawas yan telah sangat paham mengenai
pengertian anggota Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman pengawas mengenai pengertian anggota Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenai pengertian
anggota Koperasi . Sedangkan manajer yang telah paham mengenai pengertian anggota
Koperasi sebanayk 23,53 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham
mengenai pengertian anggota Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan
bahwa pemahaman manajer mengenai pengertian anggota Koperasi masih bervariasi.

5.7 Pemahaman Mengenai Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya
tata kehidupan Koperasi ,karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam
kegaitan Koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya untuk mengetasi
persoalan,dalam membuat program kerja Koperasi harus di tetapkan oleh rapat anggota



sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi . Penyelenggaraan rapat anggota
merupakan kewajiban bagi pengurus Koperasi . Berbagai macam rapat anggota Koperasi,
antara lain :

1. Rapat Anggota Biasa :

Rapat anggota diselenggarakan oleh Koperasi yang sifatnya rutin atau bilamana
keadaan memerlukan tetapi tidak menentukan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar
seperti perubahan anggaran dasar,amalgamasi dan pembubaran.

a. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan Koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara periodik
sesudah tutup tahun buku. Rapat anggotatahunan merupakan forum kekuasaan
tertinggi Koperasi ,yang antara lain :

¢ Menilai pertanggung jawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota
dalam tahun buku yang lalu.

o Menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan datang.

o Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku yang
akan datang.

Pelaksanaan rapat anggota tahunan harus tepat waktu sesuai petunjuk :

e Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No. 25 Tahun 1992
o Ketentuan dalam anggaran dasar Koperasi .

b. Rapat Anggota Penyusunan Renja Dan RAPB

Rapat anggota peyusunan rencana kerja dan rencana anggota pendapatan dan
belanja sebagai pencerminan pokok manajemen Koperasi yang baik adalah
dengan program kerja dari Koperasi yang disusun oleh pengurus dan disyahkan
oleh rapat anggota.

Program kerja dimkasud berupa Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Pendapat dan Belanja yang merupakan landasan pelaksanaan operasional.

C. Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas

Rapat anggota ini dapat dilaksanakan secara tersendiri dalam hal adanya kasus
pada Koperasi , sehingga untuk menyelamatkan Koperasi perlu segera
dilaksanakan rapat anggota untuk memilih pengurus / pengawas. Namun apabila
Koperasi berjalan baik dan masa jabatan pengurus/pengawas sudah habis,
pemilihan dilaksanakan dalam rapat anggota tahunan yang merupakan acara
tersendiri.



Rapat Anggota Khusus

Rapat anggota khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi untuk
membahas maslah yang diselenggarakan olehKoperasi untuk membahas masalah
yang sifatnya sangat mendasar yang menyangkut Badan Hukum Koperasi termasuk
Anggota Dasarnya, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibedakan 3 (tiga) jenis yaitu

a. Rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar.
b. Rapat anggota khusus pembubaran Koperasi .
C. Rapat anggota khusus penyatuan/amalgamasi Koperasi .

Rapat Anggota Dalam Keadaan Luar Biasa

Sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 Pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 28. Yang
dimaksud dengan keadaan luar biasa antara lain :

a. Keadaan dimana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan rapat
anggota.

b. Pengurus tidak ada lagi.

C. Keadaan darurat.

Cara pelaksanaannya dari berbagai macam rapat tersebut sama, yang berbeda hanya

dalam beberapa hal antara lain :

PwnE

Quorum rapat

Waktu penyelenggaraan
Materi yang dibahas

Tujuan dan Keputusasn rapat.

Rapat anggota syah apabila jumlah anggota yanghadir telah mencapai jumlah minimal

menurut Anggaran Dasar untuk dapat melaksanakan rapat anggota, secara umum quorum
rapat adalah lebih dari separoh [ > 50%] dari jumlah anggota Koperasi . Untuk Koperasi yang
jumlah anggotanya besar dapat dilaksanakan melalui pembentukan kelompok dan pengaturan
guorum sebagai berikut :

a). Koperasi yang jumlah anggotanya 501-1000 orang quorum syahnya rapat 20% dari

jumlah anggota.

b). Koperasi yang jumlah anggotanya lebih dari 1000 orang quorum syahnya rapat 10 %

dari jumlah anggota.



Ketentuan quorum menurut butir a dan b atas harus diawali dengan mnegadakan rapat
anggota pendahuluan dimasing-masing kelompok. Pelakasanaan rapat anggota dengan sistem
perwakilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(@) Sebelum rapat anggota diselenggarakan masing-masing kelompok harus
menyelenggarakan rapat kelompok untuk membahas dan menetapkan :

¢ Bahan-bahan yang akan diajukan dan disyahkan oleh pengurus Koperasi dalam
rapat anggota harus diterima masing-masing kelompok 2 (dua) minggu sebelum
pelaksanaan rapat.

¢ Menetapkan utusan kelompok yang akan hadir dalam rapat anggota Koperasi ,
utusan diambil dari kalangan anggota kelompok sendiri.

(b) Utusan masing-masing kelompok organisasi hanya membawakan suara dari
kelompoknya yang telah di putuskan dalam rapat kelompok yang bersangkutan sebelum
rapat anggota Koperasi dalam bentuk keputusan-keputusan, usul, pendapat dan saran-
saran dalam bentuk tertulis.

Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan anggota mengenai Rapat Anggota Koperasi
disajikan pada Tabel 5.7

Tabel 5.7 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan anggota Mengenai Rapat Anggota Koperasi

No. Kategori Pengurus Pengawas Manajer Anggota
1 | Sangat Paham 23,53 52,94 35,29 17,65
2 Paham 64,71 41,18 47,06 47,15
3 | Kurang Paham 11,67 5,88 17,65 17,65
4 | Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 17,65
5 Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009




Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 64,71 persen telah paham mengenairapat
anggota Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mnegenai rapat anggota
Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mnegenai rapat anggota Koperasi
sebanyak 35,29 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus telah
memahami mengenai Rapat anggota Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah sangat paham mnegenai
pengertian rapat anggota Koperasi . Sedangakan pengawasan yang telah paham mengenai
pengertian rapat anggota Koperasi sebanayak 41,18 persen. Namun demikian masih ada
pengawas yang kurang paham mengenai pengertian rapat anggota Koperasi yaitu sebanyak
5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pengawas mengenai pengertian
rapatanggotaKoperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 48,06 persen telah paham mengenai pengertian
rapat anggota Koperasi . Sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai pengertian
rapat anggota Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun demikian masih ada manajer yang
kurang paham mengenaipengertia rapat anggota Koperasi yaitu sebanayak 17,65 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai pengertian rapat anggota Koperasi
yaitu sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai
pengertian rapat anggota Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 47,15 persen telah paham mengenai rapat
anggota Koperasi , sedangakan anggota yang telah sangat paham mengenai rapat anggota
Koperasi sebanayk 17,65 persen. Namun demikian masih ada anggota yang kurang paham
mengenai rapat angota Koperasi yaitu sebanyak 17,65, bahkan ada anggota yang masih tidak
paham mengenai rapat anggota Koperasi sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pemahaman anggota mengenai rapat anggota Koperasi masih bervariasi.

5.8 Pemahaman Mengenai Pengertian Pengurus Koperasi

Pengurus adalah salah satu alat perlengkapan organisasi Koperasi di samping Rapat
Anggota dan Pengawas. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota sera
bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Syarat-syarat menjadi pengurus Koperasi
[Anggaran Dasar Koperasi Pasal 24 Ayat (2)] :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran dan keterampilan kerja

4. Mempunyai pengertian Mengenai perKoperasi an.



Prosedur /cara pemilihan pengurus Koperasi adalah :

a.

b.

Dipilih secara langsung oleh rapat anggota [ calon-calon ditetapkan lebih dahulu oleh
rapat atau langsung dipilih].

Ditetapkan oleh suatu Formatur yang ditunjuk oleh rapat, ketetapan Formatur dapat
mutlak / mengikat [ karena mandat penuh ] ataua masih harus diputuskan oleh rapat.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus meliputi

a).

b).

c).

Tugas pengurus meliputi [pasal 30 Ayat (1) UU No.25 Tahun 1992] :

Mengelola Koperasi dan usahanya

Mengajukan rancangan rencana kerja serta RAPB Koperasi .
Menyelenggarakan Rapat Anggota.

Memelihara Buku daftar Anggota dan Daftar Pengurus.

Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan Inventaris secara tertib.

Wewenang pengurus[Pasal 30 ayat (2) UU No.25 Tahun 1992]

Mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.

Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru pemberhentian anggota
sesuai dengan ketentuan.

Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai
dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Tanggung jawab pengurus:

Pengurusbertanggungjawab mengenai segalakegiatan pengelolaan Koperasi dan
usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggotaluar biasa.

Pengurus baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang
di derita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau
kelalaiannya.

Disamping penggatian kerugian tersebut,apabila tindakan itu dilakukan dengan
kesenganjaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan
penuntutan.

Anggaran Dasar Koperasi pasal 29 menyebutkan bahwa :

(1)
(@)

Pengurusan dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat Anggota.

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota



3) Untuk pertama kalil, susunan dan naman anggota Pengurus dicantumkan dalam akta
pendirian.

(4) Masa jabatan pengurus paling lama 5(lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus dalam
anggaran dasar.

Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan anggota mengenai Rapat Anggota Koperasi di
sajikan pada Tabel 5.8

Tabel 5.8 Pemahaman, Pengurus Pengawas dan anggota mengenai Pengertian Pengurus

Koperasi .

No Kategori Pengurus Pengawas Manajer | Anggota
1 | Sangat Paham 29,41 41,18 17,65 17,65
2 | Paham 70,59 47,06 70,59 58,82
3 Kurang Paham 0,00 11,76 11,76 23,53
4 | Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai
pengurus Koperasi ,sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai rapat anggota
Koperasi sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus
telah memahami mengenai pengurus Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 47,06 persen telah paham mengenai
pengurus Koperasi , sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai pengurus
Koperasi sebanyak 41,18 persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham
mengenai pengurus bahwa pemahaman pengawas mengenai pengurus Koperasi masih
bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai pengurus
Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai pengurus Koperasi
sebanyak 17,65 persen. Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai



pengurus Koperasi sebanyak 11,76persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer
mengenai pengurus Koperasi masih bervariasi.

Anggota Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai pengurus
Koperasi , sedangkan anggota yang telah sangat paham mengenai pengurus Koperasi
sebanyak 17, 65 persen. Namun demikian masih ada anggota yang kurang paham mengenai
pengurus Koperasi yaitu sebanyak 23,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
anggota mengenai pengurus Koperasi masih bervariasi.

5.9 Pemahaman Mengenai Pengawas Koperasi

Pengawas adalah salah satu alat perlengkapan organisasi Koperasi disamping
pengurus dan rapaty anggota. Pengawas diberi kuasa oleh anggota / rapat anggota untuk
melaksanakan pengawasan dan pemariksaan. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam
rapat anggota, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

1. Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi pengawas [Anggaran Dasr Koperasi Pasal 35
Ayat (3)] :

Q) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
(2 Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3) Memiliki sifat kejujuran.

(4) Mengetahui seluk beluk perKoperasi an dan pembukuan

2. Prosedur / cara pemilihan pengawas :

Q) Dipilih secara langsung oleh rapat anggota [ calon-calon di tetapkan lebih dahulu
oleh rapat atau langsung dipilih ].

(2) Ditetapkan oleh suatu Formatur yang ditunjuk oleh rapat, ketetapan Formatur
yang di tunjuk oleh rapat, kertetapan Formatur dapat mutlak / mengikat [karena
mendapat penuh] atau masih hasrus diputuskan oleh rapat.

3. Masa jabatan dan jumlah pengawas :

(1) Masa jabatan pengurus ditetapkan dan tercantum di dalam anggaran dasar
[3tahun]

(2) Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri 3 [ tiga] orang.



4., Tata cara pengawas

Tugas-tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh rapat anggota oleh pengawas melalui
urutan :

(1)
(2)
(3)

Merumuskan maksud pengawasan
Menyampaikan pemberitahuan maksud pengawasan kepada pengurus

Melaksanakan pengawasan

(4) Membuat laporan secara tertulis untuk di sampaikan pada rapat anggota
tahunan dan tembusannya kepada pejabat Koperasi .
5. Bidang Pengawas

Hal-hal yang diawasi oleh pengawas adalah :

(1)

(2)

(3)

(4)

Organisasi dan manajemen Koperasi seperti keadaan dan perkembangan
anggota, rapat anggota, pengurus karyawan dan sebagainya.

Bidang usahaseperti pertandingan antara rencana, pendapatan dan biaya yang
dikeluarkan jenis-jenis usaha yang dilakukan dan lain sebagiannya.

Bidanga administrasi usaha dan oraganisasi seprti pembukuan keuangan, daftar
inventaris, buku anggota, buku pengurus dan buku usaha dan organisasi lainnya.

Bidang permodalan seperti sumber modal, perkembangan permodalan, daftar
piutang dan lain sebagainya.

Anggaran Dasar Koperasi Pasal 38 menyebutkan bahwa :

(1)
(2)
®3)

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota
Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas
ditetapkan dalam anggran dasar.

Anggaran Dasar Koperasi Pasal 39 menyebutkan bahwa :

(1)

Pengawas bertugas :

a. Melakukan pengawas mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengelolahan Koperasi

b. Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya.



(2) Pengawas berwenang :
a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi .

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya mengenai pihak ketiga.

Pemahaman,pengurus dan pengawas mengenai rapat anggota Koperasi disajikan pada
Tabel 5.9

Tabel 5.9 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan Manajer Mengenai Pengertian
Pengawas Koperasi

No. Kategori Pengurus Pengawas Manajer
1 Sangat Paham 29,41 29,41 17,65
2 Paham 70,59 52,94 70,59
3 Kurang Paham 0,00 17,65 11,76
4 Tidak Paham 0,00 0,00 0,00
5 Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00

Jumlah 100,0 100,0 100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai
pengawas Koperasi , sedangkan pengurus yang teah sangat paham mengenai pengawas
Koperasi sebanyak 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengurus
telah memahami pengawas Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 52,94 persen telah paham mengenai
pengawas Koperasi , sedangkan pengawas yang telah sangat paham mengenai pengawas
Koperasi sebanyak 29,41persen. Namun demikian masih ada pengawas yang kurang paham
menngenai pengawas Koperasi yaitu sebanyak 17,65 persen. Hal inimenunjukkan bahwa
pemahaman pengawas mengenai Koperasi masih bervariasi.



Manajer Koperasi sebagian besar yaitu 70,59 persen telah paham mengenai pengawas
Koperasi, sedangkan manajer yang telah sangatpaham mengenai pengawas Koperasi
sebanyak 17,65 persen.Namun demikian masih ada manajer yang kurang paham mengenai
pengawas Koperasi yaitu sebanyak 11,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
manajer mengenai pengawas Koperasi masih bervariasi.

5.10 Pemahaman mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus

Pengangkatan pengurus berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 29 menyebutkan
bahwa :

Q) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam rapat anggota

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih dan di angkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan
dalam Anggaran Dasar.

Pemahaman, Pengurus dan Pengawas Mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi
disajikan pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Pemahaman, Pengurus, Pengawas dan Manajer Mengenai Tata Cara
Pengangkatan Pengurus Koperasi .

No Kategori Pengurus Pengawas Manajer
1 | Sangat Paham 23,53 35,29 35,29
2 | Paham 76,47 58,82 47,06
3 | Kurang Paham 0,00 5,88 17,65
4 | Tidak Paham 0,00 0,00 0,00
5 | Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 0,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer,2009

Pengurus Koperasi sebagian besar yaitu 76,47 persen telah paham mengenai tatacara
pengangkatan pengurus Koperasi , sedangkan pengurus yang telah sangat paham mengenai
tata cara pengangkatan pengurus Koperasi sebanyak 25,53 pesen. Hal ini menunjukkan
bahwa secara keseluruhan pengurus telah memahami mengenai tata cara pengangkatan
pengurus Koperasi .

Pengawas Koperasi sebagian besar yaitu 58,82 persen telah paham mengenai tata
cara pengangkatan pengurus Koperasi , sedangkan pengawas yang telah sangat paham
mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun
demikian masih ada pengawas yang kurang paham mengenai tata cara pengangkatan



pengurus Koperasi yaitu sebanyak 5,88 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
pengawas mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi masih bervariasi.

Manajer Koperasi sebagian yaitu 47,06 persen telah paham mengenai tata cara
pengangkatan pengurus Koperasi , sedangkan manajer yang telah sangat paham mengenai
tata cara pengangkatan pengurus Koperasi sebanyak 35,29 persen. Namun demikian masih
ada manajer yang kurang paham mengenai tata cara pengangkatan pengurus Koperasi
sebanyak 17,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman manajer mengenai tata cara
pengangkatan pengurus Koperasi masih bervariasi.

5.11 Pemahaman Mengenai Tata Cara Pemberhentian Pengurus Koperasi

Pemberhentian pengurus tergantung kepada hasil rapat anggota. Jika pengurus dapat
melaksanakan kewajibannya maka rapat anggota dapat memberhentikan pengurus. Namun jika
dalam berjalannya pengurus dapat melaksanakan kewajibannya maka jabatannya sesuai
dengan masa jabatan yang di atur dalam anggaran dasar Koperasi . Pemahaman, Pengurus
dan pengawas mengenai tata cara pengangkatan pengurus disajikan pada Tabel 5.11

Tabel 5.11 Pemahaman,Pengurus,Pengawas dan Manajer Mengenai Tata Cara
Pemberhentian Pengurus Koperasi .

No Kategori Pengurus Pengawas Manajer
1 | Sangat Paham 23,53 23,53 29,41
2 | Paham 76,47 64,71 47,06
3 | Kurang Paham 0,00 11,76 17,65
4 | Tidak Paham 0,00 0,00 5,88
5 | Sangat Tidak Paham 0,00 0,00 